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RINGKASAN

Rhetorika Mavazah ElI Ummah, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Januari 2014, PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI ( STUDI PADA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN
MOJOKERTO ), Agus Yulianto, SH. MH, Dr. Shinta Hadiyantina, SH. MH.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi
karena selama ini sistem pembiayaan ibadah haji yang ditangani oleh Kementrian Agama
masih mengalami banyak masalah didalamya, mulai dari tahap persiapan pendaftaran
haji, pendaftara, dana talangan, pemberangkatan, saat prosesi ibadah haji, sampai pada
pemulangan jamaah haji ke tanah air.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, bagaimana implementasinya
dilapangan, apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini,
dan upaya apa sajakah yang akan dilakukan untuk dapat melaksanakan maksud dan
tujuan peraturan ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1)
Bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama dalam pengelolaan Biaya Perjalanan
Ibadah haji (BPIH) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan ibadah haji ? (2) Bagaimana peranan perbankan dalm pengelolaan
Biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan ibadah haji ?

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis empiris
dengan lokasi penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan
dokumentasi, serta dengan melakukan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Faktor penghambat dan pendukung Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dapat berasal
dari internal maupun eksternal Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang meliputi
peraturan hukumnya, keadaan riil dilapangan, kebijakan , dan termasuk juga para pihak
yang terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi
hambatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Undang-Undang tersebut
dengan melakukan pembenahan sistem hulu ke hilir agar dalam proses penyelenggaraan
ibadah haji ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan para pihak
terutama jamaah haji itu sendiri. Hal ini harus segera dilakukan agar dapat meningkatkan
rasa kepercayaan calon jamaah haji terhadap Kementerian Agama, hal ini dapat
dilakukan dengan mengadakan diklat dan seminar- seminar, melakukan pengawasan yang
intensif dalam pelaksanaan pendaftaran haji sampai pemulangan jamaah haji tersebut.



SUMMARY

Rhetorika Mavazah EI Ummah , Administrative Law Brawijaya University Faculty of
Law , January 2014 , LIABILITY MANAGEMENT FEE BASED ON THE
IMPLEMENTATION OF WORSHIP HAJI LAW NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF WORSHIP HAJI ( MINISTRY OF
RELIGIOUS STUDIES IN OFFICE DISTRICT MOJOKERTO ), Agus Yulianto , SH .
MH , Dr . Shinta Hadiyantina , SH. MH .

In this paper , the authors raised the issue of accountability of Cost Management
Implementation Hajj Seen From the Law No. 13 Year 2008 on Implementation of Hajj .
The choice of the theme 's background because during the Hajj financing system that is
handled by the Ministry of Religious didalamya still having a lot of problems , ranging
from the preparation stage of the haj registration , pendaftara , bailouts , departure , when
the procession of the Hajj , pilgrims come to return to their homeland .

This study aims to identify , describe and analyze the implementation of Law No. 13 of
2008 , how its implementation in the field , what are the obstacles that arise in the
implementation of this rule , and what are the efforts that will be made to carry out the
intent and purpose of this rule .

Based on the above , this paper raised the formulation of the problem : ( 1) How is the
responsibility of the Ministry of Religious Affairs Hajj Travel Expense management (
BPIH ) under the Act No. . 13 of 2008 on the Implementation of the Hajj ? ( 2 ) How
does the role of the banking preformance Hajj Travel Expense management ( BPIH )
under the Act No. . 13 of 2008 on the Implementation of the Hajj ?

Writing Empirical research using this type with the judicial approach to the empirical
study sites in the Ministry of Religious Mojokerto regency , East Java. This study also
uses the interview method of data collection and documentation , as well as by
conducting qualitative descriptive data analysis techniques .

Factors inhibiting and supporting Law No. 13 of 2008 can come from internal or external
Mojokerto Ministry of Religious Affairs which includes legal regulations , the real
situation in the field , policy , and including also the parties involved in the
implementation of Law No. 13 Year 2008 on Implementation Hajj .

Efforts by the Ministry of Religious Mojokerto in overcoming obstacles that aims to
optimize the performance of the Act to reform the system so that upstream to downstream
in the process of organizing this pilgrimage can run properly and not detrimental to the
parties, especially the pilgrims themselves . This must be done in order to increase
confidence pilgrims to the Ministry of Religious Affairs , this can be done by conducting
training and seminars , intensive supervision in the implementation of registration of Haj
pilgrims to return it.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat,
dan puasa. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu minimal
satu kali seumur hidup sedangkan setelahnya adalah sunnah. Walaupun demikian,
menurut riwayat Al-Baihaki dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah
SAW menganjurkan bagi orang yang memiliki kemampuan biaya, fisik, dan waktu
untuk melaksanakan ibadah haji sekali dalam seumur hidupnya.Perintah untuk
melakukan haji didasarkan pada Al Quran surat Ali 'Imran (3) ayat 97 yang artinya:
“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu orang
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...”. Selain itu pada Al Quran surat
Al Bagoroh (2) ayat 196 juga mengatur hal yang sama yang artinya: "Dan

sempurnakanlah ibadah haji -dan umrah karena Allah...".

Perintah melaksanakan ibadah haji adalah perintah Allah SWT yang secara
dogmatis mutlak untuk dijalankan dan tanpa ditunda-tunda sesuai waktu dan tempat
yang telah ditentukan, dengan catatan orang tersebut telah “mampu”. Jika
pelaksanaannya ditunda, maka orang tersebut dihukumkan dan dikategorkan sebagai
orang yang fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat.Oleh karena itu, tidak
ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk menunda melakukan ibadah haji atau

bahkan tidak menjalankan sama sekali.



Setiap muslim pasti menginginkan untuk menunaikan Ibadah haji karena
besarnya keutamaan pahalanya. Beberapa keutamaan ibadah haji tersebut antara lain:
Al Qadhi Husain, salah seorang ulama syafi’iyah menyatakan bahwa haji adalah

ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilainya."

Keutamaan ibadah haji yang lain dapat dilihat dari hadist Rasulullah: “’satu
umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara keduanya,
dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga.Begitu besar keutamaan ibadah
ini sehingga tidak heran apabila umat muslim tidak segan-segan mengeluarkan biaya
dan berusaha sekuat tenaga agar tujuan mereka tercapai. Seluruh umat muslim pun
berdatangan dari segala penjuru dunia untuk melaksanakan haji di tempat dan waktu
yang sama. Mereka akan pergi ke suatu tempat yang sakral dan dihormati di mana
agama Islam mulai disebarkan pertama kali. Selain beberapa alasan di atas, di negara
kita gelar haji merupakan status sosial yang dihormati dan dapat juga

mengindikasikan tingkat kemampuan ekonomi penyandangnya.

Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah yang merupakan
rukun islam lainnya yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan
juta rupiah. Nilai nominal sebesar itu bagi masyarakat Indonesia bisa dikatakan cukup
mahal, mayoritas penduduk Indonesia tingkat kesejahteraannya berada dibawah garis
kemiskinan. Bagi mereka yang berkecukupan secara finansial, naik haji tentu tidak
menjadi masalah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus

berusaha sekuat tenaga. Banyak umat muslim menabung di bank selama bertahun-

! TR.ahmad .Siti Musdah M, Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, Prenada Media, Jakarta Timur,
2003 . him 231.



tahun, atau melakukan usaha lainnya seperti menjual barang berharga lainnya supaya

dapat melaksanakan ibadah haji.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia tingkat kemampuan ekonominya
rendah, namun setiap tahun kita menyaksikan ratusan ribu umat islam Indonesia pergi
menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Jumlah jamaah haji dari Indonesia adalah
terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Seiring dengan
meningkatnya pertumbuhan ekonomi, jumlah jamaah haji Indonesia justru mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti jumlah jamaah haji tahun 2013

adalah 139.679 orang.

Penyelenggaraan kegiatan ibadah haji di tanah air dilaksanakan oleh
Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH). Unit kerja di lingkungan Ditjen BIPH yang
terlibat langsung adalah Direktorat Penyelanggaraan Haji dan Umroh (Ditgara) dan
Direktorat Pembinaan Urusan Haji (Ditbina). Hal ini sesuai dengan UU No.13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menetapkan bahwa penyelenggaraan
ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di

bawah koordinasi Menteri Agama.

Seiring dengan meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, maka
hal ini menuntut adanya pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih efektif
dan efisien, namun tampaknya yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Hal

tersebut terbukti dengan pelayanan jamaah haji yang selalu menyisakan masalah

? Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama, Ibadah Haji dan Umroh/Dasar Hukum, Jakarta, 2013, him

23.



setiap tahunnya, bahkan berlanjut pada kasus korupsi. Tidak heran apabila
Kementerian Agama banyak menuai kritik dari berbagai kalangan karena
Kementerian yang notabene mengemban tugas masalah keagamaan justru malah

menjadi sarang kejahatan korupsi.

Pelayanan yang diberikan kepada para jamaah haji belum sebanding dengan
biaya yang dikeluarkan. Pelayanan yang buruk tersebut terjadi dalam pemberian
fasilitas jamaah mulai dari katering hingga pemondokan. Pada tahun 2013 pernah
selama di Madinah dua hari jammah di sajikan menu katering dimana nasi yang di
sediakan setengah matang,hal itu membuat banyak para jamaah haji yang tidak
memakannya dan akhirnya katering tersebut menjadi mubzadir. Selain itu hampir tiap
tahun terdapat jemaah Indonesia mendapat pemondokan yang kualitasnya kurang
layak huni. Belum lagi melihat jauhnya jarak pondokan dengan Masjid Al Haram di
Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah. Rombongan haji Indonesia harus menempuh
4,5 kilometer untuk sampai di lokasi melempar jumrah. Padahal, jarak total pulang-
pergi yang harus dilalui dalam ritual melempar jumrah tersebut rata-rata mencapai
sembilan kilometer. Hal ini terjadi karena ikatan kontrak dengan pemilik
pemondokan baru dilakukan menjelang pelaksanaan haji dimulai dan dilakukan

melalui jasa perantara.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan ibadah haji
Kementerian Agama selama ini kurang mampu memberikan kualitas pelayanan yang
optimal.Kementerian Agama belum mampu memenuhi kebutuhan jamaah haji. Pada

penyelenggaraan haji tahun 2012 pemerintah berusaha menerapkan sistem yang baru



yaitu “sistem tabungan terbuka sepanjang tahun” yang mengakibatkan berubahnya
sistem pengelolaan BPIH. Sistem ini baru diterapkan pertama kali pada haji tahun
2008 melalui Undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaran Ibadah

Haji.

Sistem tabungan terbuka berimbas terhadap calon jamaah haji untuk memiliki
peluang lebih lama untuk mendaftar dan mengangsur biaya haji hingga uangnya
terkumpul dan sesuai dengan besar Ongkos Naik Haji (ONH). Dikarenakan biaya haji
setiap tahunnya berubah, maka sebelum tarif ditetapkan oleh Presiden RI, calon
jamaah haji harus mengangsur sampai mencapai 25 juta rupiah. Selama menabung
hingga mencapai 25 juta, maka status uang tersebut adalah tabungan yang dari
perspektif hukum terdapat hubungan perdata antara bank dan nasabah. Calon jamaah
haji tersebut akan mendapat bunga ataupun bagi hasil layaknya sesuai jenis banknya.
Setelah mencapai 25 juta maka uang tersebut dipindahkan dari rekening nasabah ke
rekening Menteri Agama dan nasabah tersebut sudah memiliki kepastian untuk
keberangkatannya sehingga tinggal pelunasannya saja. Namun yang perlu diperjelas
dalam hal ini adalah selama uang tersebut pindah ke rekening Menteri Agama di
Bank Indonesia, calon haji tersebut tidak lagi mendapatkan bunga layaknya ketika
hubungan perdata antara bank dan nasabah. Pada tahap ini (Bank Penerima Setoran)
BPS hanya menyediakan jasa penyetoran saja dan sudah tidak terikat lagi dengan

jemaah haji.

Permasalahan haji adalah masalah bersama bangsa Indonesia khususnya bagi

umat Islam, sedangkan umat Islam memiliki penganut terbanyak di negeri ini. Oleh



karena itu permasalahan ini menjadi sangat penting mengingat memiliki dampak yang
cukup luas dan juga demi perbaikan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu, penulis
bermaksud mengkaji permasalahan di atas lebih mendalam dalam sebuah penulisan
hukum yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI .

( Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto)

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting untuk mempermudah
pelaksanakaan dan di maksudkan supaya sasaran penelitian menjadi jelas,tegas,terarah
dan mencapai hasil yang di inginkan.Selain itu diharapkan dapat memberikan arahan
pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas.
Berdasakan latar belakang tersebut diatas maka dapat diindentifikasi berbagai
masalah dan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama dalam pengelolaan Biaya
Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut Undang-undang No.13 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ?

2. Bagaimana peranan perbankan dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(BPIH) menurut Undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji ?



C. Tujuan Penelitian

Didalam suatu penelitian, peneliti pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai

sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri

ataupun orang lain. Dan tujuan penulis mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

a.

Menganalisis optimalisasi tanggung jawab Kementerian Agama dalam
pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut Undang-undang
No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Menganalisis peranan perbankan dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah
Haji (BPIH) menurut Undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2. Tujuan Subjektif

a.

Untuk memperdalam pengetahuan penulis mengenai penerapan teori hukum
Perdata, Perbankan, Hukum Administrasi Negara, dan teori hukum lain yang
relevan dengan pengelolaan BPIH;

Untuk melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori hukum yang
diperoleh selama masa perkuliahan guna menganalisis pengelolaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) beserta peraturan-peraturan yang

melandasinya.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada
umumnya, terkhusus pada Hukum Perdata, Perbankan, Hukum Administrasi
Negara, dan teori hukum lain yang masih relevan;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur
dalam teori pengelolaan BPIH dan penyelenggaraan haji Indonesia yang
ideal.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kementerian Agama dalam
melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan BPIH;

b. Membantu memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat luas
serta berbagai pihak yang terkait yang tertarik dengan sistem pengelolaan

BPIH.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan Hukum ini terdiri aras lima bab termasuk
didalamnya daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang ditentukan pada bagian
terakhir setelah Bab V.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :



BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan hukum.

BAB Il  : KAJIAN PUSTAKA
Dalam bab ini diuraikan tentang landasan mengenai kajian umum
pertanggungjawaban pemerintah, kajian umum ibadah haji dan kajian
umum Kementerian Agama.
BAB IIl : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini metode pendekatan ddalam penelitian ini meliputi
Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel, dan Responden Penelitian, Jenis dan
Sumber Data Primer, Data Sekunder, Teknik Analisis Data, Definisi
Operasional.
BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang membahas
tentang tanggung jawab Kementerian Agama dalam hal pengelolaan BPIH
menurut sistem tabungan terbuka sepanjang tahun dan peranan perbankan
dalam pengelolaan BPIH menurut sistem tabungan terbuka sepanjang
tahun, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui analisa data skunder.
Pembahasan diprioritaskan dengan urutan bahan hukum primer, skunder,

dan tersier yang diperolen dari berbagai buku, internet. Penelitian



dilakukan dengan mendeskripsikan permasalahan melalui tinjauan yuridis
tentang pengelolaan BPIH menurut sistem tabungan terbuka sepanjang
tahun dan peranan perbankan dalam pengelolaan BPIH menurut sistem

tabungan terbuka sepanjang tahun.

BABYV :PENUTUP
Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan berdasarkan analisis
data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah
dirumuskan, dan juga dipaparkan mengenai saran-saran yang ditujukan pada
para pihak terkait.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Ibadah Haji
1. Pengertian Haji

Menurut Kamus Bahasa Indonesia haji adalah rukun islam yang
kelima yang dilaksanakan dengan melakukan ibadah itu ke tanah suci makah;
sebutan untuk lelaki yang telah menunaikan ibadah haji. Haji menurut
pengertian bahasa adalah berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu
tempat tertentu. Haji dalam pengertian istilah adalah menuju ke Ka’bah untuk
melakukan perbuatan tertentu. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan haji memenuhi tiga unsur pokok yaitu dilakukan di tempat
tertentu, waktu tertentu, dan perbuatan tertentu. Haji pada hakekatnya
merupakan sarana bagi umat islam untuk menghidupkan ka’bah dan tanah
suci setiap tahun, sedangkan umrah untuk menghidupkan ka’bah dan tanah
suci sewaktu-waktu.> Mengenai waktu pelaksanaan haji, Dalam Al Quran
Surat Al Bagarah ayat 197 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan bulan-
bulan haji atau waktu haji adalah beberapa hari pada bulan tertentu. Bulan
yang dimaksud adalah bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah dimulai dari
tanggal 1 Bulan Syawal dan berakhir pada tanggal 10 Bulan Zulhijah. Jumlah

keseluruhannya adalah 69 hari.

8 H.M, lwan Gayo, Buku Pintar Haji&Umroh, Pustaka Warga Negara, Jakarta Timur, 2005, him 17.



2. Dasar Hukum Haji

Haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan setiap muslim
yang mampu satu kali seumur hidupnya didasarkan pada firman Allah swt dalam Al
Quran Surat Ali 'Imran (3) ayat 97 yang artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang
nyata, magam Ibrahim ; barangsiapa memasukinya menjadi amanlah dia; mengerjakan
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan
perjalanan ke Baitullah . Barangsiapa mengingkari , maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya dari semesta alam”. Kemudian pada Al Quran Surat Al Bagarah ayat 196 Allah
swt berfirman yang artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena
Allah...". Dalam Al Quran Surat Al Hajj ayat 22-27 di terangkan bahwa: "Dan berserulah
kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan
berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang
jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka
menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah
berikan kepada mereka berupa binatang ternak...".

Hukum Ibadah Haji dan Umrah Berdasarkan ayat dan hadis di atas, ulama fikih
sepakat menyatakan bahwa ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap mukmin yang
mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat
tentang kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau harus
dilaksanakan segera setelah mampu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat
Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab
Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib

langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (‘ala al-faur).



Berbeda dengan haji, umrah hukumnya sunah muakkad. Pendapat terkuat dalam
Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa umrah itu hukumnya sunah
mu'‘akkad (sunah yang dipentingkan/ diutamakan) untuk satu kali seumur hidup. Alasan
mereka, seluruh hadis yang berbicara tentang kewajiban yang harus dilaksanakan umat
Islam tidak satu pun yang menyatakan bahwa umrah itu termasuk di dalamnya. Di
samping itu, mereka juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan
oleh Imam At- Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Baihaki dari Jabir bin
Abdullah. Dalam hadis itu diceritakan bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah
SAW: "Beritahu kepada saya, apakah umrah itu wajib atau tidak?" Rasulullah SAW
menjawab: "Tidak, tetapi jika kamu melaksanakan umrah lebih baik bagi engkau."
Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: "Haji itu adalah jihad dan umrah itu adalah
ta-tawwu' (amalan sunah)™ Menurut Ibnu Hajar Al-Asgalani, hadis ini daif (lemah).

Menurut ulama Mazhab Syafi'i dan salah satu pendapat di kalangan Mazhab
Hanbali, umrah itu hukumnya wajib, sama dengan haji. Alasan mereka adalah firman
Allah SWT dalam Surat Al-Bagarah (2) ayat 196 yang artinya: "Dan sempurnakanlah
ibadah haji dan umrah karena Allah...” Dalam ayat ini, menurut mereka, Allah SWT
memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus secara
sempurna. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan sebuah hadis: "Aisyah bertanya
kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, apakah wanita itu berkewajiban untuk
berjihad?" Rasulullah SAW menjawab: "Benar, yaitu jihad yang tidak ada peperangan

di dalamnya, haji dan umrah”.



3. Deskripsi Perjalanan Ibadah Haji di Tanah Suci

Persiapan dan pemberangkatan sekitar 2 atau 3 jam sebelum berangkat, para
jamaah harus mengikuti upacara pemberangkatan. Perjalanan dari Indonesia menuju
bandara King Abdul Aziz, Jeddah biasanya memakan waktu selama 8 jam, dalam
perjalanan biasanya akan diisi dengan ceramah manasik dan hiburan.Setelah sampai di
bandara maka jamaah akan menunggu giliran untuk dipindahkan menuju Mekah atau
Madinah. Kelompok pertama akan menuju Mekah, dan kelompok kedua akan menuju
Madinah karena mereka datang belakangan. Perjalanan ke Mekah-Madinah akan
memakan waktu 8-10 jam. Jamaah yang langsung menuju Mekah sebaiknya segera
menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan shalat di dekat Ka’bah. Bagi yang sudah
menetapkan jenis haji yang akan dilaksanakan (ifrad, giran atau tamattu) segera
melaksanakan rukun haji atau rukun umrahnya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan
jamaah yang lebih dahulu menuju ke Madinah, sebaiknya juga berziarah ke makam
Rasulullah di Masjid Nabawi. Dari Madinah jamaah akan berangkat ke Mekah
menggunakan pakaian ihram. Sebelum ke Mekah harus singgah di Masjid "Bir Ali”,
tempat migat, untuk memulai thram. Di sini kemudian jamaah melafazdkan niat umrah
maupun haji. Selama dalam bus menuju Makah, jamaah dianjurkan membaca talbilah,
sholawat dan do’a sebanyak-banyaknya. Setelah tiba di Mekah maka akan menuju
pemondokan sesuai dengan nomor maktab. Setelah beristirahat cukup, jamaah dapat
bersegera ke masjidil haram untuk memulai ibadah umrah, yaitu tawaf, sa’/, dan tahallul.
Menyusul nanti ibadah haji yaitu wukuf dan melontar yang akan dimulai pada tanggal 8
Zulhijah.Arafah sangat panas sehingga jamaah akan ditempatkan di bawah kemah-kemah

yang telah disiapkan oleh petugas. Wukuf yang menjadi puncak ibadah haji jatuh pada



tanggal 9 Zulhijah, merupakan prosesi paling penting dan karenanya jamaah dianjurkan
memperbanyak ibadah.

Selepas waktu Magrib 9 Zulhijah jamaah segera meninggalkan Padang Arafah
untuk berangkat ke Muzdalifah dan Mina. Di Muzdalifah maka akan diberi kesemaptan
untuk mabit (bermalam) sampai lewat tengah malam sambil mengumpulkan kerikil untuk
melontar jumrah. Pada tanggal 10 Zulhijah jamaah sudah berada di Mina dan
ditempatkan di kemah-kemah yang telah disiapkan. Kegiatan di Mina yang dimulai pada
tanggal 10 Zulhijah adalah mabit dan melempar jumrah. Selama 3 atau 4 hari di Mina
(nafar awal 3 hari atau nafar sani 4 hari) untuk melontar. Melontar jumrah adalah
kegiatan haji paling riskan dan berbahaya karena dengan berdesak-desakkan dapat
mengancam jiwa jamaah. Thawaf ifadah. Pada tanggal 13 Zulhijah sesuai melontar
jumrah (ula, wusta dan agabah), masing-masing sebanyak 7 kali, jamaah akan
meninggalkan Mina untuk kembali ke pemondokan masing-masing di Mekah. Setelah
tiba di Mekah, jamaah segera diminta melakukan tawaf ifadah bagi yang belum
melaksanakannya. Bila tawaf ifadah sudah selesai dilaksanakan, maka selesailah seluruh
rangkaian kegiatan haji.

4. Syarat-Syarat Menjalankan Ibadah Haji
Setiap ibadah yang dilakukan di dalam Islam harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Demikian pula dalam melaksanakan ibadah haji, harus
dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat menunaikan ibadah haji itu ada lima,
yaitu: orang Islam; orang berakal; orang yang sudah balig; orang merdeka;

dan orang yang mampu.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kelima syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Orang Islam, ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan untuk
menunaikan ibadah haji adalah orang Islam. Adapun orang kafir tidak
diwajibkan untuk itu, bahkan walaupun mereka melaksanakannya,
hajinya tidak sah.

Orang berakal, adalah orang yang waras, tidak mengalami gangguan
atau sakit jiwa. Orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk
melaksanakan ibadah haji, karena ia terlepas dari kewajiban itu.

Orang balig, adalah orang yang sudah umurnya untuk melakukan
kewajiban-kewajiban agama.

Orang merdeka, ialah orang yang tidak terikat oleh ikatan perbudakan,
jadi orangmerdeka adalah orang yang bebas, bukan budak yang terikat
olen perbudakan. Karena itu, seorang budak tidak dikenakan
kewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

Orang mampu, adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk
menunaikan ibadah haji dan dengan kemampuannya itu seseorang
dapat mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu Mekkah al-
Mukarramah. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sampai
disana tidak dikenakan kewajiban haji.

Menurut para ulama, ada 3 kemampuan yang harus dipenuhi dalam
rangka menunaikan ibadah haji, yaitu: kemampuan kesehatan (badan);
kemampuan material/ finansial (keuangan); dan kemampuan

keamanan (keselamatan).



5. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji

yang jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Rukun haji tersebut adalah

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ihram, niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah;

Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, dzikir dan berdo’a di arafah
pada tanggal 9 zulhijah

Tawaf Ifadah, dilakukan sesudah wukuf di arafah dan mabit di
muzdalifah tanggal 10 zulhijah

Sa’l, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit shafa dan
bukit marwah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf

Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sedikitnya 3
helai

Tertib, yaitu mengerjakan sesuai dengan urutan-urutannya, serta

tidak ada yang tertinggal.

6. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam

ibadah haji sebagai pelengkap ibadah Rukun Haji, yang jika ridak dikerjakan

harus membayar dam (denda). Yang termasuk wajib haji adalah:

1)

2)

Ihram (niat) dari Miqgat
Mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijah (dalam

perjalanan dari Arafah ke Mina)

3) Melontar jumrah Agobah tanggal 10 Zulhijah



4) Mabit di Mina pada Hari Tasyrik (11-13 Zulhijah)

5) Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqobah pada Hari Tasyrik
(tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah)

6) Tawaf Wada’ yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum
meninggalkan kota Mekah

7) Meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram.

B. Kajian Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia

Indonesia adalah negara yang lebih condong pada tipe
welfarestate atau negara kesejahteraan. Model ini mengharuskan negara memiliki
tanggung jawab dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Terkait dengan hal tersebut maka
menyebabkan penyelenggaraan haji menjadi tugas nasional yang diselenggarakan
pemerintah Kementerian Agama. Menurut UU No. 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah
dengan pertimbangan menyangkut kesejahteraan lahir dan batin dan martabat
Bangsa Indonesia di luar negeri khususnya Arab Saudi. Dalam undang-undang
tersebut secara tegas dinyatakan bahwa pihak swasta atau perorangan tidak
dibenarkan untuk melaksanakannya. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan
haji dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi yang terdiri dari beberapa

Kementerian kementerian dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait.*

* Istimawan Dipohusodo, Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, him 106.



Berdasarkan undang-undang tersebut, Kementerian Agama memiliki tugas
ganda yaitu selain bertindak sebagai regulator (pengatur) juga sebagai operator
(pelaksana).Maksudnya selain bertindak sebagai pihak yang berwenang
mengeluarkan kebijakan publik, baik sistem, maupun manajemen dalam bentuk
peraturan perundang-undangan juga bertindak sebagai pelaksana secara langsung

dari sistem yang telah dibuatnya.

Adapun mengenai biaya ibadah haji, setiap tahunnya ditetapkan
pemerintah sesuai dengan kondisi perekonomian makro. Biaya ibadah haji
kemudian lebih dikenal dengan Biaya perjalanan Ibadah Haji (BPIH). BPIH
adalah kepanjangan dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. menurut Menurut
Keputusan Menteri Agama No. 396 Tahun 2003 jo. No. 371 Tahun 2002, dalam
Pasal 1 poin (10) BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon
jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Besarnya tarif BPIH setiap tahun
sangat dimungkinkan berubah yang ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri

Agama.

Pengaruh yang paling siginifikan dalam keseluruhan rangkaian
penyelenggaraan haji adalah pada sistem pendaftaran haji yang kemudian
berimbas pula pada sistem pengelolaan BPIH. Adapun bagi masyarakat yang
ingin melakukan ibadah haji, mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran
1) Pendaftaran jamah haji diawali dengan penyetoran BPIH pada Bank

Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang online



dengan Sistim Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Pusat, setelah
mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan selanjutnya melapor ke
Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang mewilyahi daerah

domisilinya;

2) Calon jamaah haji yang telah terdaftar pada tahun yang bersangkutan akan

dikelompokan dalam kelompok pembimbingan;

. Pengelompokan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pengelompokan jamaah haji dalam kelompok pembimbingan diatur
berdasarkan domisili jamaah, keluarga dan kelompok Bimbingan Ibadah
Haji (KBIH). Pengelompokan terdiri atas Regu dan Rombongan untuk
keperluan pembimbingan, perjalanan dan pelaksanaan ibadah;

Setiap 11 orang calon jemaah haji dikelompokan dalam satu regu dan
setiap 45 orang dikelompokan dalam satu rombongan;

Setiap pembimbing ibadah akan membimbing satu rombongan (45 orang);
Penetapan / pengaturan penugasan pembimbing diatur oleh Kepala Staf
Penyelenggaraaan Ibadah Haji Kabupaten / Kota (Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/ Kota);

Jadwal dan tempat pembimbingan akan diatur oleh calon jemaah haji
bersama dengan pembimbingnya sesuai dengan kesepakatan;

Jemaah haji akan diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (Kloter)
dengan kapasitas pesawat antara 325 sampai dengan 455 orang. Di dalam
Kloter tersebut terdapat petugas yang menyertai jemaah haji terdiri :

a) Tim Pemandu Haji (TPHI) sebagai Ketua Kloter;



b)

Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) sebagai pembimbing
ibadah;

Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayanan kesehatan
yang terdiri dari 1 Dokter dan 2 Paramedis;

Ketua Rombongan;

Ketua Regu.

c. Pembimbingan

1)

2)
a)
b)
c)
d)

3)

4)

5)

Calon Jemaah haji yang telah terdaftar pada tahun bersangkutan
berhak mendapatkan bimbingan;

Calon jemaah haji berhak memperoleh buku paket ibadah haji yaitu :
Bimbingan Manasik Haji;

Panduan Perjalanan Haji;

Tanya jawab Ibadah Haji;

Do'a dan Dzikir Ibadah Haji.

Bentuk Pembimbingan diberikan dalam 2 bentuk (sistim), yaitu
bentuk kelompok dan bentuk massal;

Bentuk kelompok dilaksanakan di tempat kediaman calon jamaah
sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbing minimal 10 Kkali
pertemuan;

Bentuk massal dilaksanakan di Kabupaten / Kota oleh Kepala Staf
Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten / Kota minimal 2 Kkali

pertemuan sebelum dan sesudah pembimbing kelompok;



Calon jemaah haji dapat melakasanakan pembimbingan secara perorangan
dengan pembimbing yang dipilihnya dengan pengaturan waktu, tempat dan biaya
menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.’ Calon jemaah haji yang telah
membayar lunas BPIH sesuai dengan ketentuan dan mendaftar pada Kantor
Kementerian Agama kabupaten/ kota domisilinya, maka mendapat hak-haknya

sebagai berikut :

a. Di Tanah Air
1) paket manasik haji sebanyak 4 (empat) buku
2) bimbingan manasik haji di Kabupaten / Kota

3) menerima kopor, tas tentengan dan tas paspor

b. Di Asrama Haji Embarkasi
1) pemeriksaan dan pelayanan kesehatan
2) akomodasi dan konsumsi
3) bimbingan / pemantapan manasik dan perjalanan haji
4) gelang identitas
5) tanda pengenal
6) paspor haji
7) kartu peserta asuransi haji
8) living Cost sebesar RIs. 1.500
c. Di Pesawat

1) menggunakan fasilitas dalam pesawat

> Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama, Ibadah Haji dan Umroh/Dasar Hukum, Jakarta, 2005, him
32



2) dapat bimbingan / ceramah

3) konsumsi

C. Konsep Hukum tentang Pertanggungjawaban Pemerintah

Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara atau bagian-bagiannya;
penguasa suatu Negara.® Dalam Undang-Undang otonomi daerah No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, pemerintah diartikan sebagai pihak eksekutif yaitu pihak yang
menjalankan pemerintahan. Kedudukan pemerintah di sini adalah sebagai pihak
yang bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah rakyat. Apabila dalam
menjalankan amanahnya ternyata pemerintah melakukan penyimpangan atau

tindakan merugikan rakyat maka pemerintah harus bertanggungjawab untuk itu.

Tanggungjawab menurut Kamus Bahasa Indonesia tanggungjawab dapat
diartikan sebagai kewajiban terhadap segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); fungsi menerima
pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain (Tim Prima Pena,
tanpa tahun: 619). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjukkan pada
pertanggungjawaban yakni liability dan responbility. Liability merupakan istilah
hukum yang luas (a broad legal term), di dalamnya antara lain mengandung
makna bahwa: “it has been referred to as the most comprehensive significance,

including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingen

® Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta, Gita Media Pena, tanpa tahun, him 511.



or likely. It has been defined to mean : all character of debts and obligations”
(liability menunjuk pada makna paling komprehensif, meliputi hampir setiap
karakter, resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang
mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan
kewajiban). Liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung

gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum.

Dalam konteks pelaksanaan haji di Indonesia maka sesuai dengan
beberapa landasan hukum sebelumnya pihak yang paling bertanggungjawab
adalah Kementerian Agama RI. Hal ini diatur dengan tegas dalam UU No. 13
Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) bahwa pelaku penyelenggaraan haji ditingkat pusat
adalah Menteri, kemudian di tingkat | adalah Gubernur dan tingkat Il adalah
Bupati atau Walikota. Menurut penjelasan di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa
pihak atau pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji adalah

Menteri Agama sebagai penanggungjawab Kementerian Agama.

Berdasarkan prinsip  liability di atas maka mengarah pada
pertanggungjawaban hukum vyaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang
dilakukan subjek hukum dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI. Hal ini
adalah sebuah bentuk upaya menuju perbaikan maka perlu adanya evaluasi dan

pertanggungjawaban terhadap instansi pelaksana ibadah haji Indonesia tersebut.

Seiring dengan keberadaan pemerintah selaku wakil dari badan hukum
dan wakil dari jabatan, yang dari dia kedudukan hukum ini akan muncul dua

bentuk perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum perdata, suatu perbuatan yang



diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum publik, suatu
perbuatan yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum publik.Mengenai hukum
publik terdiri dari dua perspektif yaitu hukum pidana dan hukum administrasi

negara (HAN).

Untuk mengevaluasi dan menilai lebih lanjut kinerja suatu instansi dari
perspektif hukum administrasi negara (HAN) maka diperlukan indikator yang
jelas. Menurut SF Marbun salah satu fungsi asas-asas umum pemerintahan yang
layak adalah sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan
terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar
atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan
administrasi negara menggunakan freies ermessen atau melakukan kebijakan
yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan fungsi tersebut maka penulis mendasarkan analisa
tanggungjawab Kementerian Agama pada asas-asas umum pemerintahan yang
layak. Walaupun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak
tersebut belum disahkan sebagai dasar hukum, namun asas-asas ini telah
digunakan oleh peradilan kita dalam menangani kasus-kasus. Menurut Pasal 3
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, disebutkan beberapa asas umum penyelengaraan
beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu:

a. asas kepastian hukum

b. asas tertib penyelenggaraan negara

c. asas kepentingan umum



Berbeda dengan Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun, asas-asas
umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak memiliki indikator yang lebih
banyak. Dalam menganalisis tanggungjawab Kementerian Agama maka penulis
akan berusaha menggabungkan indikator-indikator baik menurut UU No. 28
Tahun 1999 maupun menurut Koentjoro Purbopranoto dan Sf Marbun. Hal ini
dilakukan dengan tujuan memiliki komprehensifitas dalam pembahasan dan

kedalaman analisis yaitu :’

Adapun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

menurut Koentjoro Purbopranoto dan Sf Marbun adalah:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan
suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Menurut Kuntjoro
Purbopranoto dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan
pemerintahan untuk menarik kembali keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang
berkepentingan.

Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Hal ini sesuai dengan asas het vermoeden van
rechmatigheid atau presemtio justea causa (praduga rechmatig), yang berarti setiap

keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar

"HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Universitas Indonesia(Ull Press), Yogyakarta, 2003, him 192



menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan
yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.
2) Asas Keseimbangan
Asas ini mengendaki keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau
kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas
mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan
seseorang sehingga memudakan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring
dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap
pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan
sanksi yang sama, sesuai dengan Kriteria yang ada.
3) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini mengehendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang
sama (dalam arti tidak bertentangan) atau kasus-kasus yang faktanya sama. Meskipun
demikian, agaknya sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih
kasus, oleh karena itu menurut Philipus M. Hadjon asas ini memaksa pemerintah untuk
menjalankan kebijaksanaan. Bila pemerintah dihadapkan pada tugas baru yang dalam
rangka itu harus mengambil banyak sekali KTUN, maka peemrintah sendiri menyusun
aturan-aturan (pedoman-pedoman). Bila pemerintah sendiri menyusun aturan-aturan itu
untuk memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebasnya, maka disebut aturan
kebijaksanaan.
4) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini mengehendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama

(dalam arti tidak bertentangan) atau kasus-kasus yang faktanya sama. Meskipun



demikian, agaknya sukar ditemukan adanya kesamaan mutlak dalam dua atau lebih
kasus, oleh karena itu menurut Philipus M. Hadjon asas ini memaksa pemerintah untuk
menjalankan kebijaksanaan. Bila pemerintah dihadapkan pada tugas baru yang dalam
rangka itu harus mengambil banyak sekali KTUN, maka peemrintah sendiri menyusun
aturan-aturan (pedoman-pedoman). Bila pemerintah sendiri menyusun aturan-aturan itu
untuk memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebasnya, maka disebut aturan
kebijaksanaan.
5) Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan
berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Apabila
berkaitan dengan tindakan pemerintah (besturshandeling) untuk mengeluarkan
keputusan, maka pemerintah harus mempertimbagkan dengan cermat dan teliti semua
faktor dan keadaan berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan
mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu atau yang
berkepentingan.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil
ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan
yang relevan dalam pertimbagannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti
tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh
dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberkan apalagi bila dalam penasihat itu
duduk sebagai ahli-ahli dalam bidang tertentu. Walaupun demikian penyimpangan dapat

diperbolehkan selama dapat memberikan alasan yang tepat dengan kecermatan yang

tinggi.



6) Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan

Menurut Muchsan, asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan

pemerintahan ahrus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar keputusan

tersebut. Motivasi atau alasan ini harus benar-benar jelas, sehingga pihak administrabele

memeprleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya.

D. Tinjauan Umum Kementerian Agama RI

a.

Sejarah Kementerian Agama RI

Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang
akan dibentuk serta tugasnya masing-masing. Dalam rapat ini Latuhary
keberatan dibentuknya Kementerian Agama, masalahnya siapa yang akan
menjadi Menteri Agama yang dapat diterima semua pihak. Setelah 3 (tiga)
bulan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)
yang waktu itu merupakan Parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di
Jakarta, Setelah Pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut
maka disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI Daerah, Wakil KNI
Karesidenan Banyumas mengajukan usul : "Supaya dalam negara Indonesia
yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya
disambilkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi
hendaknya didirikan Kementerian Agama yang khusus dan tersendiri*.

Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi
dari para anggota BP KNIP (semacam MPR saat itu) dan juga mendapat

dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri



dari Moh. Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo.
Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP
tersebut, merupakan suatu konsensus yang membuktikan bahwa adanya
Kementerian Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas
keinginan seluruh rakyat Indonesia

b. Struktur Organisasi dan Fungsi Kementerian Agama RI

Kementerian Agama setelah dibentuk pertama kali yang disahkan
berdasarkan penetapan pemerintah Nomor: 1 /SD, tanggal 3 januari 1946
dengan Menteri Agama pertama kali Rosyidi telah mengalami beberapa kali
perubahan struktur dan tata kerja. Perubahan tersebut terbagi dalam tiga
periode, yaitu: Periode tahun 1946 s/d 1965, Periode tahun 1966 s/d 1974,
Periode tahun 1975 sampai sekarang.

Penyelenggaraan haji dahulu tidak ditangani oleh Kementerian Agama
karena tugas pokok Kementerian Agama pada waktu itu adalah menampung
urusan mahkamah tinggi Islam yang semula menjadi kewenangan
depaertemen kehakiman serta mengurusi masalah penghulu masjid.
Penyelenggaraan haji baru ditangani oleh Kementerian Agama berdasarkan
Keputusan Menteri Agama No. 114. Tahun 1969 tentang susunan organisasi

Kementerian Agama.®

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja

Kementerian Agama, penyelenggaraan haji Indonesia di tangani oleh bagian

8 Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama, Ibadah Haji dan Umroh/Dasar Hukum, Jakarta, 2005, him

04.



direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji.

Untuk melaksanakan tugas tersebut direktorat jenderal bimbingan masyarakat

Islam dan penyelenggaraan haji menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

Penyiapan perumusan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang
bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan
kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Koordinasi perencanaan program, pengendalian dan pengamanan
teknis operasional serta pengolahan data dan informasi di bidang
bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan
peraturan perundan-perundangan yang berlaku;

Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, pelayanan, perizinan,
dan penyiapan standarisasi, pengembangan, pemberdayaan serta
pengendalian di bidang bimbingan masyarakat Islam dan
penyelenggaraan haji berdasrkan peraturan perundan-perundangan
yang berlaku;

Pembinaan organisasi, tatalaksana, sarana dan ketenagaan di bidang
bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji;

Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan masyarakat

Islam dan penyelenggaraan haji Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

tersebut direktorat jenderal bimbingan masyarakat dan penyelenggaraan haji

membawabhi:

a)

Sekretariat Direktorat Jenderal;



f)

9)

Direktorat Usuran Agama Islam;

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama;

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf;

Direktorat Pembinaan Haji;

Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah;

Kelompok Jabatan Fungsional (Biro Kepegawaian Sekretriat Jenderal

Kementerian Agama Republik Indonesia,2012:86-87)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a)

b)

Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi
Pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat islam, pelayanan haji
dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf.

pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid,
serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat kristen,
katolik, hindu dan budha sesuai peraturan perundang-undangan;
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi;

Pembinaan kerukunan umat beragama

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program



f)

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian
provinsi.

Sedangkan dalam kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota

menyelenggarakan fungsi:

a)

b)

Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama di kabupaten/ kota

Pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang masyarakat islam,
pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan
agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada
masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan
agama, bimbingan masyarakat kristen, katolik, hindu dan budha sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksana kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi keagamaan;

Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
Pengkoordinasian  perencanaan, pengendalian, dan pengawasan
program;

Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian

Agama di kabupaten/ kota



Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Kementerian Agama di
tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat contoh bagan dan struktur

organisasi

Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada bagan di bawabh ini :

Kantor
Kementerian
Agama
Subbagian
Tata Usaha
Seksi Seksi Seksi Seksi 1.Penyelenggara
Urusan Agama Penyelenggaraan Mapenda Pekapontren Bimbingan Zakat
Islam Haji dan Umrah Dan Penamas dan Wakaf

2. Penyelenggara
Bimas Kristen
3. Penyelenggara
Bimas Katolik

Gambar 1.0rganisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto



B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan

Mendaftar KEMENAG [--==--=---=-----+

7\

SISKOHAT

A

Nasabah

» BPIH / ONH

A 4

Bank Penerima Setoran/ BPS
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Bunga / bagi hasil |[€------1

Menabung/ mengangsur
& tunai sampai Rp. 20 ijt

A 4

Kementerian Agama
penanggungjawab F— =P

penyelenggaraan haji

Pemindahan ke rekening
Menteri Agama di BI

|
v

Presiden Menetapkan

Tanpa Bunga / bagi hasil |----------1

besar BPIH/ONH  F----

y

Pelunasan Kekurangan BPIH

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian




2.Penjelasan Bagan

Kerangka pemikiran di atas dibuat untuk mempermudah penggambaran
mengenai alur berpikir penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan bagan di atas, titik
awalnya adalah ketika calon jemaah haji mendaftarkan diri ke Kementerian Agama
setempat, dengan membawa persyaratan administrasi. Setelah diijinkan oleh
Kementerian Agama kemudian berlanjut mendaftarkan diri ke BPS dengan membawa
sejumlah uang sebagai setoran. BPS yang telah berkoordinasi dengan Kementerian
Agama yang tersambung on line melalui SISKOHAT mengecek apakah calon jemaah
haji tersebut telah terdaftar. Ketika telah terdaftar akan dibuat pendaftaran rekening

atas nama calon jemaah haji dan BPS akan menerima setoran BPIH tersebut.

Pada masa penyetoran ini, seorang calon jemaah haji menyetorkan sejumlah
uang ke BPS sampai simpanan uangnya di bank mencapai 20 juta. Pada masa ini BPS
memberikan bunga kepada calon jemaah haji sehingga pencapaian sebesar 20 juta
dapat terpenuhi lebih cepat dari yang seharusnya. Ketika simpanan telah mencapai 20
juta maka berdasarkan Keppres No. 49 Tahun 2004 tentang Biaya Perjalanan Ibadah
Haji 2005 simpanan tersebut akan dipindahkan ke rekening Menteri Agama di Bank

Indonesia.

Dalam Keppres tersebut juga ditetapkan besar nilai nominal BPIH pada tahun
berjalan. Namun yang menjadi perhatian selama masa pelunasan tersebut calon
jemaah haji tidak lagi mendapatkan bunga atau nilai manfaat layaknya di BPS,
padahal uang yang terkumpul di Bank Indonesia sangat besar mencapai 5,1 trilliun

rupiah dan sangat dimungkinkan bagi bank untuk permodalan bank tersebut. Hal ini



mengundang kecurigaan mendalam seluruh kalangan masyarakat. Apalagi harga
ongkos haji di Indonesia adalah sangat mahal dibandingkan Malaysia. Tingginya nilai
nominal BPIH tersebut ternyata tidak berlanjut pada kualitas pelayanan terhadap

jemaah haji, bahkan cenderung buruk bila dibandingkan dengan negara lain.

Penanggungjawab penyelenggaraan haji Indonesia termasuk juga mengenai
pengelolaan BPIH adalah tanggungjawab penuh Kementerian Agama. Di masa
kurang baiknya iklim ekonomi Indonesia, banyak masyarakat yang hidup dibawah
garis kemiskinan. Hal tersebut ternyata tidak menyurutkan hasrat mereka untuk
menunaikan ibadah haji sebagai bentuk kepatuhan menjalankan perintah agama. Hal
ini mengundang kecurigaan dan pertanyaan besar di seluruh kalangan masyarakat
tentang bagaimanakah pengelolaan BPIH oleh Kementerian Agama sehingga

pelayanan yang diberikan tidak optimal dengan tingginya BPIH.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
Penelitian empiris adalah penelitian yang bertolak dari data empirik berakhir dengan
penemuan teori-teori (middle- range theory maupun grand theory); dimana kebenaran
ditentukan reabilitas dan validitas data dikumpulkan, diklasifikasikan dan
diinteprestasi. Penelitian empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang
diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat.® Penelitian dengan metode empiris juga dapat diartikan sebagai suatu
penelitian yang mengungkapkan sifat dari aturan-aturan hukum yang dituangkan
dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dengan mencocokkan pada
kenyataan di lapangan.
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis
empiris, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin dan hubungan hukum
antara manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian yuridis empiris
ini penulis melukiskan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas maka ia
mencoba menggambarkan hasil penelitian itu, antara lain dengan menentukan tentang
hubungan terjadinya gejala atau fakta, intensitas hubungan dan kaitan antara gejala

yang satu dengan gejala yang lain.

® Hilman Hadikusuma, Metode Penelitian Empiris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him 10.



C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian guna
penyusunan penulisan hukum ini adalah bertempat di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto Jalan R.A.Basoeni Nomor 32, Kecamatan Sooko
Mojokerto.Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto karena di kantor tersebut adalah karena di merupakan pusat
dalam Unit kerja di lingkungan Ditjen BIPH (Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji)
yang terlibat langsung adalah Direktorat Penyelanggaraan Haji dan Umroh (Ditgara)
dan Direktorat Pembinaan Urusan Haji(Ditbina).sangat penting dalam penulis memilih
lokasi penelitian untuk memperoleh data yang lengkap dan valid sesuai harapan

penulis.

D . Jenis Data dan Sumber
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer merupakan keterangan ataupun fakta yang diperoleh secara
langsung melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Adapun data
tentang penelitian ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Mojokerto sehingga dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang

diteliti.



b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan
dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen-dokumen,

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi dilapangan dan

data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto
b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan
keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa bukubuku,

artikel, dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
a. Data Primer, menggunakan :
1). Wawancara
yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan pihak- pihak yang dapat
mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan.
Metode wawancara Yyang digunakan metode campuran dengan
menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak

terikat) dengan cara penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu



yang kemudian digunakan dalam proses wawancara dengan pengembangan

secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh.
2). Observasi

yaitu metode dengan terjun langsung atau melakukan penelitian di lapangan

secara langsung untuk mendapatkan data-data atau keterangan- keterangan

yang diperlukan.

b. Data Sekunder, menggunakan:
Identifikasi isi dengan metode studi kepustakaan, dimana metode ini digunakan
dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu mengumpulkan data berupa
buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-
dokumen, peraturan perundangan yang sesuai dan lain sebagainya dengan jalan

membaca dan mengkajinya.

F. Populasi,Sampel dan Teknik Sampling:
1). Populasi : Pegawai Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Mojokerto
Sample :Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
dan kepala seksi agama islam bagian pengurus Biaya
Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Mojokerto
2). Populasi : Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Mojokerto



Sample  : Kepala seksi penyelenggaraan Haji dan umroh Kabupaten

Mojokerto

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data ini memegang peranan penting dimana data yang sudah
terkumpul dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan jawaban dari
permasalahan.

Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah dengan melalui analisis
kualitatif, karena pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu
yang utuh.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data model interaktif,
yaitu model analisis yang dilakukan dengan menyusun data, menyajikan data dan
menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan diulang-
ulang sehingga membentuk siklus yang memungkinkan membentuk suatu
kesimpulan akhir yang memadai.

1) Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan
abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir
penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian analisa yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilaksanakan.



2) Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan research dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis
matrik, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah memahami apa arti dari
berbagai hal yang ditemui mulai melakukan pencatatan, peraturanperaturan,
pola-pola, pertanyaan-pertanyaan.

Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan
apabila dirasa kesimpulan kurang kuat maka perlu ada verifikasi dan penelitian

kembali mengumpulkan data di lapangan.

H. Definisi Operasional
a. Pertanggung Jawaban
Adalah suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dengan
perbuatan atau segala resiko ataupun konsekuensinya.
b. BPIH
BPIH adalah Biaya Peryelenggaraan Ibadah Haji yang dimana yaitu biaya
yang di keluarkan memang untuk peruntukannya serta untuk keperluan calaon
jamaah dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.
c. Penyelenggaraan Ibadah Haji
penyelenggara ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan
pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan

jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Mojokerto, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongandi utara, Kabupaten
Gresik; Kabupaten  Sidoarjo; dan Kabupaten  Pasuruan di  timur, Kabupaten

Malang dan Kota Batu di selatan, serta Kabupaten Jombang di barat.

Secara geografis Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 872 km 2, dan
terletak antara 15 m dan 3.156 m di atas permukaan laut, berjarak 50km dari ibu kota
Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk sebesar
1.749.973 jiwa dengan hunian penduduk tersebar di 18 kecamatan yang terdiri dari
dataran rendah sampai dataran tinggi. Kabupaten Mojokerto dipisahkan oleh sungai besar

yaitu sungai Brantas yang membujur dari barat ke timur.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa
Timur, yang dikepalai oleh seorang Bupati serta membawahi atas 18 kecamatan, yang
dibagi lagi atas sejumlah 308 desa. Adapun kecamatan di Kabupatem Mojokerto

meliputi :
1. Kecamatan Dawarblandong;
2. Kecamatan Kemlagi;

3. Kecamatan Jetis;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kecamatan Gedeg;

Kecamatan Sooko;

Kecamatan Mojoanyar;

Kecamatan Bangsal;

Kecamatan Mojosari;

Kecamatan Puri;

Kecamatan Trowulan;

Kecamatan Dlanggu;

Kecamatan Kutorejo;

Kecamatan Pungging;

Kecamatan Ngoro;

Kecamatan Trawas;

Kecamatan Pacet;

Kecamatan Gondang

Kecamatan Jatirejo

Sedangkan batas wilayah Kabupaten Mojokerto adalah :
Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
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4. Sebelah Timur : Kab Gresik, Kab Sidoarjo, dan Kab Pasuruan

Dari 1.749.973 jiwa penduduk Kabupten Mojokerto mayoritas merupakan
suku jawa, meskipun ada juga suku-suku lainnya akan tetapi pluralisme suku yang ada

justru menciptakan suasana harmonis dan saling mengisi dengan perbedaannya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, jumlah

penduduk tahun 2010-2012 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tahun Banyak Penduduk
Laki — Laki Perempuan Jumlah
2010 685.765 705.685 1.391.450
2011 787.869 808.556 1.596.425
2012 727.693 909.743 1.637.436

Sumber data sekunder: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2012

Sedangkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tahun 2009-2011

Tahun | Tidak/belum | Tidak/belum | Tamat Tamat Tamat Diploma/
sekolah tamat SD SD SMP SMA Akademi/

Sarjana



http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik
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2009 192.487 174.158 335.512 92.366 63.280 6.949
2010 188.653 210.480 336.630 | 94.358 61.282 7.619
2011 190.547 174.364 334.017 94.973 62.368 8.819
Sumber data sekunder: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto 2011
Tabel 3
Jumlah Jamaah Haji Kabupaten Mojokerto
Tahun 2010-2013

Tahun Pria Wanita Jumlah

2010 417 328 745

2011 241 204 445

2012 352 278 630

2013 489 445 934

Sumber data primer : Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 2013

Di Kabupaten Mojokerto , mata pencaharian mayoritas penduduknya adalah

petani walaupun ada juga penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang,

Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri. Untuk bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto
dewasa ini sudah cukup maju sebab banyak dijumpai tempat-tempat pendidikan dari SD
sampai Perguruan Tinggi yang dipadati oleh siswa maupun mahasiswa. Untuk Perguruan
Tinggi yang ada di Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Universitas Islam Majapahit Mojokerto, STIKES Dian Husada, dan STIKES

PPNI.

adalah Universitas Mayjen Sungkono




Sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Mojokerto juga sangat
mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang
cukup memadai maka segala apa yang diprogramkan dapat terlaksana. Sarana dan
prasarana tersebut terdiri dari sarana peribadatan, misalnya: masjid atau mushola, gereja,
pura dan vihara. Sarana pendidikan misalnya: sekolahan. Sarana perdagangan misalnya:
pasar, toko, rumah makan, sarana penginapan misalnya: hotel, losmen, dan sarana tempat

liburan, serta sarana transportasi.

B. Tanggungjawab Kementerian Agama dalam Pengelolaan BPIH menurut

Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Landasan Hukum Tanggungjawab Kementerian Agama dalam Pengelolaan
BPIH
Secara filosofis keberadaan Kementerian Agama adalah sebagai wahana
dalam rangka pembangunan nasional yang didasari oleh semangat keagamaan
yang berpangkal kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Beranjak dari konsep berpikir tersebut maka Kementerian Agama memiliki
tanggungjawab penuh sebagai tangan kanan pemerintah untuk melaksanakan
urusan haji nasional. Sementara itu haji adalah suatu kegiatan yang dilakukan
secara periodik sesuai waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan oleh umat
muslim Indonesia. Sehingga sampai tahun 2013 Kementerian Agama sudah
menyelenggarakan haji berpuluh bahkan beratus-ratus kali. Pelaksanaan haji
nasional merupakan tugas besar yang membutuhkan keseriusan dan tenaga yang

cukup besar pula. Hal ini karena pelaksanaan haji melibatkan berbagai pihak yang



memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan haji. Beberapa pihak tersebut misalnya
Dinas Keimigrasian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, pihak perbankan, dan

Kementerian Agama sendiri baik pusat maupun daerah.

Indonesia adalah Negara yang menggunakan sistem hukum positif, di
mana di dirikan dengan terdapatnya peraturan atau landasan hukum dalam setiap
kebijakan. Kementerian Agama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan haji
di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum. Beberapa landasan hukum
Kementerian Agama mulai dari yang tertinggi hingga paling rendah, adalah

sebagai berikut:

a. UUD 1945 Amandemen, Kementerian Agama adalah dalam kerangka
memberikan jaminan pelaksanaan Pasal 29 ayat 2 (2) yang berbunyi ”Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.” Bentuk nyata kewajiban tersebut adalah penyelenggaraan haji nasional
oleh Kementerian Agama RI.

b. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji, terdapat dalam Pasal 1 poin ke-4 yang berbunyi:

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji;

1) ditingkat pusat oleh Menteri;



2) ditingkat daerah oleh gubernur/kepala daerah tingkat | untuk
tingkat propinsi dan bupati/walikotaniadya daerah tingkat Il untuk
tingkat kabupate/kotamadya;

3) di Arab Saudi oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 di atas maka yang menjadi pengelola BPIH

secara keseluruhan atau dalam tingkatan tertinggi adalah Kementerian
Agama, vyaitu Menteri Agama yang akan mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada pemberi mandat yaitu Presiden RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunanorganisasi, dan Tata Kerja
Kementerian. Dalam Pasal 45 diatur bahwa Kementerian Agama mempunyai
tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas

pemerintahan di bidang keagamaan.

Tugas pemerintahan yang dimaksud Pasal 45 diperjelas dalam pasal

selanjutnya yaitu Pasal 46 sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;

2) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan

administrasi Kementerian;



3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta
pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung
kebijakan di bidang keagamaan;

4) pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pada point (a) disebutkan bahwa fungsi Kementerian Agama salah

satunya adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Fungsi ini mencakup di dalamnya penyelenggaraan ibadah haji yang

merupakan tugas pemerintah dengan keikutsertaan masyarakat.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama diberi

kewenangan yang tercantum dalam Pasal 47, yaitu:

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,

Kementerian Agama mempunyai kewenangan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro;

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang
disahkan atas nama negara di bidangnya;

penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan;



7) kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :

a) pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama;

b) penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;

c) pembinaan pendidikan agama dan keagamaan;

d) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan

haji dan umrah;

e) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan

pengelolaan zakat dan wakaf.

Pada point (g) yang ke-4 disebutkan bahwa Kementerian Agama
memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di
bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Kewenangan tersebut adalah sebagai
bentuk pelaksanaan sebagian tugas dari pemerintah untuk mendukung
jalannya pemerintahan. Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut maka
kedudukan Kementerian Agama adalah sebagai pelaksana tugas pemerintah
untuk melaksanakan tugas nasional berupa penyelenggaraan haji.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2004 tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2005. Dalam konsideran disebutkan
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji
dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji
musim haji Tahun 2005.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi



Vertikal Kementerian Agama, terdapat dalam Pasal 6 Poin (c) yang berbunyi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi pembinaan,
pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003

Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969 tentang susunan organisasi
Kementerian Agama (Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2004: 30). Dalam peraturan tersebut disebutkan
Ditjen Urusan Haji diantara beberapa Ditjen lainnya yaitu: Ditjen Bimas
Islam, Ditjen Bimas Kristen Protestan, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas
Hindu dan Budha, yang tergolong dalam Pelaksana Utama.

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama. Fungsi
tersebut akan menjadi cikal bakal kinerja Ditjen BIPH dalam setiap tindakan
hukum ke depan. Setidaknya terdapat tiga yang akan mempengaruhi tindakan

hukum Ditjen BIPH vyaitu:



5) penyiapan perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang
bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan
kebijakan pelaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6) koordinasi perencanaan program, pengendalian dan pengamanan teknis
operasional serta pengolahan data dan informasi di bidang bimbingan
masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan
perundan-perundangan yang berlaku;

pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, pelayanan, perizinan, dan
penyiapan standarisasi, pengembangan, pemberdayaan serta pengendalian di
bidang bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan
peraturan perundan-perundangan yang berlaku.

J. Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan lbadah Haji
mengenai upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan
ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan
aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan,

transparansi, dan akuntabilitas publik

2. Bentuk Tanggungjawab Kementerian Agama Dalam Pengelolaan BPIH
Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji

Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan

pada konsep yang diemban pemerintah juga yaitu menjamin kemerdekaan warga



negaranya dalam beribadah menurut agamanya masing-masing khususnya dalam
hal ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh
setiap orang Islam bagi yang mampu menunaikannya. Selain itu penyelenggaraan
haji juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri,
khususnya di Arab Saudi mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan

berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas.

Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap
kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Hal ini pun juga berlaku pada negara
dengan sistem satu partai di mana pemerintahan perlu dipertanggungjawabkan
kepada badan legislatif maupun masyarakat pada umumnya.’® Adapun batasan
arti tanggungjawab menurut B.N Marbun adalah keadaan wajib menanggung
segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan,

diperkarakan, dan sebagainya.™

Menurut Kepala Dinas Kementerian Agama Kab. Mojokerto pemerintah
selaku wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan, yang dari dia kedudukan
hukum ini akan muncul dua bentuk perbuatan hukum yaitu perbuatan hukum
perdata, suatu perbuatan yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata
dan hukum publik, suatu perbuatan yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum
publik. Berdasarkan teori tersebut, maka yang dimaksud pemerintah adalah
Kementerian Agama RI karena sebagai penanggungjawab penyelenggaraan haji

Indonesia. Dengan demikian, sesuai teori yang disampaikan oleh Kepala Dinas

% Hilman Hadikusuma, Metode Penelitian Empiris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, him 23
1B.N Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, him 41



Kementerian Agama Kab. Mojokerto, Kementerian Agama memiliki dua
kedudukan yaitu sebagai badan hukum perdata dan sebagai pejabat negara. Kedua
kedudukan tersebut menuntut Kementerian Agama mempertanggungjawabkan
Kinerjanya baik dari perspektif hukum perdata maupun hukum yang berkenaan
posisinya sebagai pejabat yaitu hukum publik. Dengan demikian, bentuk

pertanggungjawaban terhadap Kementerian Agama yaitu:

a. Pertanggungjawaban Publik Kementerian Agama Sebagai Wakil dari

Pejabat Pemerintah

Setiap  penggunaan  kewenangan di dalamnya terkandung
pertanggungjawaban. Hal yang perlu juga diperhatikan dalam
pertanggungjawaban adalah bagaimana cara-cara memperolen dan
menjalankan kewenangan, sebab tidak semua yang menjalankan kewenangan
pemerintah itu secara otomatis harus memikul tanggungjawab hukum. Badan
atau pejabat tata usaha yang mengeluarkan ketetapan atas dasar distribusi
atau delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban
hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan
tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul
tanggung jawab hukum, jadi yang memikul tanggungjawab adalah pemberi
mandat dalam kajian ini adalah Kementerian Agama yaitu lebih khusus

adalah Menteri Agama.

Pertanggungjawaban pemerintah pejabat negara tersebut dibagi

menjadi dua yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga dan



pertanggungjawaban pejabat atas jabatannya. Pertanggungjawaban kepada
pihak ketiga harus melalui peradilan. Setelah ada vonis hakim dan kekuatan
hukum tetap maka pelaksanaan tanggungjawab itu berlangsung. Sedangkan
mengenai pertanggungjawaban pejabat atas jabatannya didasarkan pada teori
bahwa pejabat adalah manusia yang menjalankan tugas dan kewenangan yang
melekat pada jabatannya. Sebagai manusia, pejabat dapat melaksanakan
kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan dalam menjalankan kewenangannya,

yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Instrumen hukum dan kebijakan peraturan, keputusan, peraturan
kebijaksanaan, dan ketetapan (KTUN) yang keluarkan Kementerian Agama
adalah sebuah tindakan hukum dari penguasa, di mana produk hukum

tersebut akan membawa dampak baik positif maupun negatif.

Tindakan hukum Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji
salah satunya adalah dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 13 Tahun
2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji . Peraturan tersebut menjadi satu-
satunya pusat perhatian untuk dievaluasi, karena keputusan tersebut
merupakan tindakan hukum Kementerian Agama. Kekeliruan atau kesalahan
yang dapat menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi pihak lain adalah
ketika pejabat itu membuat atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara
(KTUN). Karena hanya instrumen KTUN yang memiliki sifat final, yang
berarti sudah dapat menimbulkan akibat hukum. Sistem yang diatur dalam

keputusan tersebut membawa perubahan yang cukup signifikan dalam proses



penyelenggaraan haji nasional di mana sedikit-banyak melanggar beberapa
norma hukum yang seharusnya ditaati. Norma hukum yang dilanggar antara
lain mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan hukum

perlindungan konsumen dalam hal hak-hak konsumen yang terabaikan.

Pertama, Mengenai asas-asas umum pemerintahan yang layak,
Walaupun asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak
tersebut belum disahkan sebagai dasar hukum, namun asas-asas ini telah
digunakan oleh peradilan kita dalam menangani kasus-kasus. Asas-asas
pemerintahan ini sendiri ada beberapa ragamnya. Terdapat dua sumber teori
mengenai AAUPL yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis
peraturan undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji. Dua sumber tersebut adalah berdasarkan UU No 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme dan menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun.
Menurut hemat peneliti langkah terbaik adalah dengan menggabungkan
kedua sumber tersebut guna mendapatkan hasil analisis yang lebih valid dan

memiliki komprehensifitas dalam pembahasan dan kedalaman analisis.

Menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas
umum penyelengaraan beberapa asas umum penyelenggaraan negara yaitu:
asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas kepentingan
umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas

akuntabilitas.



Sedangkan menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF Marbun macam-
macam asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, memiliki
indikator yang lebih banyak yaitu berjumlah dua belas asas, yaitu: asas
kepastian hukum; asas keseimbangan; asas kesamaan dalam mengambil
keputusan; asas bertindak cermat atau asas kecermatan; asas motivasi untuk
setiap keputusan; asas tidak mencampuradukkan kewenangan; asas
permainan yang layak; asas keadilan dan kewajaran; asas kepercayaan dan
menanggapi pengharapan yang wajar; asas meniadakan akibat suatu
keputusan yang batal; asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup
pribadi; asas kebijaksanaan; asas penyelenggaraan kepentingan umum.*2

Dalam menganalisis tanggungjawab Kementerian Agama maka
peneliti akan berusaha menggabungkan indikator-indikator baik menurut UU
No. 28 Tahun 1999 maupun menurut Koentjoro Purbopranoto dan Sf
Marbun. Hal ini dilakukan dengan tujuan memiliki komprehensifitas dalam

pembahasan dan kedalaman analisis.

Kedua, Mengenai perlindungan konsumen dalam hal hak-hak konsumen
yang terabaikan. Pembahasan masalah ini adalah mengenai perihal
perlindungan jemaah haji sebagai konsumen layanan publik. Dalam konteks ini,
jamaah haji harus dipandang tidak hanya sebagai orang yang menunaikan
perintah agama yaitu beribadah, namun harus dipandang dalam perspektif yang
lain juga yaitu sebagai konsumen atas jasa layanan publik Kementerian Agama.

Pemerintah Kementerian Agama adalah penyedia jasa layanan publik

2 4R Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Universitas Indonesia(Ull Press), Yogyakarta, 2003, him 183



sedangkan jamaah haji adalah konsumen atas layanan publik yang harus
dilayani. Maka layaknya konsumen yang mendapatkan perlindungan hukum
atas hak-haknya, jamaah haji pun juga berhak untuk mendapatkan perlakuan
yang sama. Dalam mengadakan layanan terhadap jemaah haji berbentuk
Undang-undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
maka Kementerian Agama perlu menerapkan asas perlindungan konsumen
demi terciptanya layanan yang berkualitas dan adil. Hal tersebut perlu
dilakukan karena posisi konsumen-jemaah haji yang lemah maka harus
dilindungi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan

perlindungan terhadap masyarakat.

Beberapa kesalahan atau dampak negatif dapat kita temukan dalam
undang-undang No.13 Tahun 2008. Beberapa kesalahan tersebut cenderung
mengabaikan hak-hak subjektif calon jemaah haji sebagai konsumen jasa
layanan publik. Dalam konteks ini, jamaah haji harus dipandang tidak hanya
sebagai orang yang menunaikan perintah agama yaitu beribadah, namun harus
dipandang dalam perspektif yang lain juga yaitu sebagai konsumen atas jasa
layanan publik Kementerian Agama. Pemerintah c.g Kementerian Agama
adalah penyedia jasa layanan publik sedangkan jamaah haji adalah konsumen
atas pelayanan publik. Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi melalui
hukum perlindungan konsumen. Beberapa hak konsumen tersebut menurut

Pasal 4 UUPK antara lain:

1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);



empat

2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
3) Hak untuk memilik (the right to choose);

4) Hak untuk didengar (the right to be heard);

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam UUPK ada

hak dasar yang dikemukakan oleh John F Kennedy juga

diakomodasikan. Sedangkan secara keseluruhan dalam UUPK terdapat delapan

hak yang secara ekplisit dituangkan dalam Pasal 4, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa
yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;



8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, gant rugi dan atau penggantian jika
barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau

tidak sebagaimana mestinya.

Menurut hemat peneliti, dengan mengkombinasikan antara teori hukum
administrasi negara dan teori hukum perlindungan konsumen, maka
pembahasan akan menjadi lebih komprehensif. Apabila diterapkan beberapa
teori di atas yaitu berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang layak dan
hak-hak konsumen, maka tanggungjawab Kementerian Agama menurut
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan haji dengan
pengelolaan BPIH menggunakan sistem pendaftaran sepanjang tahun akan

diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Tidak Ada Bunga atau Nilai Kemanfaatan Bagi Calon Jemaah Haji

Nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah pengembalian yang
berupa materiil atau immateriil yang diterima jemaah haji karena
menyimpan uangnya di bank BPS. Pengertian nilai kemanfaatan di sini
disejajarkan dengan bunga dalam hal bentuk penerimaanya kepada
jemaah sebagai nasabah bank. Bank sebagai pelayan publik seharusnya
memberikan nilai kemanfaatan kepada jemaah haji, apalagi masa
pengelolaan BPIH di Bank Indonesia bisa berlangsung dalam waktu yang
cukup lama. Selain itu, uang yang terkumpul pun juga sangat besar karena
menumpuk dari waktu ke waktu. Bank Indonesia mengelola BPIH ketika

jumlah tabungan mencapai 25 juta atau telah mendapatkan porsi. Bank



Indonesia menyimpan BPIH untuk sewaktu-waktu digunakan untuk
melakukan transaksi pembayaran baik dengan mata uang rupiah maupun

dollar AS.

Layaknya nasabah bank, seorang jamaah pun memiliki kedudukan
dan hak yang sama di mata hukum. Seorang nasabah bank akan diberi
pengembalian bunga atas uang yang disimpannya di bank yang
bersangkutan, sehingga begitu pula dengan jamaah haji. Menurut R
Setiawan, seorang jamaah maka berdasarkan hukum perbankan maka
berhak mendapatkan bunga sebesar 6 % (R. Setiawan) namun
Kementerian Agama tidak mengatur demikian. Padahal Kementerian
Agama memiliki kewenangan untuk membuat aturan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan haji namun Kementerian Agama tidak
melakukan hal tersebut sehingga dengan hal ini membawa kerugian

materi bagi jemaah haji.

Selama kurun waktu pengelolaan BPIH yang dapat berlangsung
bertahun-tahun Bank Indonesia tidak memberikan bunga atau bagi hasil
atau nilai kemanfaatan atas uang yang disimpan. Hal ini selaras dengan
yang diungkapkan Kepala Dinas Kementerian Agama Kab. Mojokerto
Ahmad Rodli: "Rekening Menag di Bank Indonesia itu memang tidak ada
bunganya,”. Padahal uang BPIH yang tersimpan dalam Bank Indonesia

adalah sangat besar jumlah nominalnya.



Beberapa alasan yang diajukan oleh Bank Indonesia karena tidak
memberikan bunga atau nilai kemanfaatan kepada calon jemaah haji
adalah karena pertama, Bank Indonesia bukanlah sebuah bank umum
yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dan kemudian memberi
bunga. Aturan pemberian bunga kepada nasabah (jemaah haji) hanya
berlaku di bank umum atau bank komersial dan hal tersebut tidak berlaku
di bank central karena bank central tidak memiliki nasabah calon jemaah
haji. Kedua, karena Bank Indonesia telah berusaha membantu jemaah haji
dengan mereduksi fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar. Bank Indonesia
menganggap bahwa jasa yang telah diberikan kepada jemaah haji sudah
cukup dan tidak perlu memberi bunga, padahal perubahan nilai kurs
rupiah terhadap dollar tidak banyak memperngaruhi nilai nominal uang
calon jemaah haji. Karena Bank Indonesia tidak memberikan bunga
kepada jamaah haji, berarti Bank Indonesia telah melanggar hak
konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif. Hal ini karena status jemaah haji pada hakikatnya
adalah sama seperti nasabah bank lainnya yang mendapatkan bunga,

sehingga calon jamaah haji pun seharusnya diperlakukan demikian.

Pengaturan mengenai pengembalian bunga beserta beberapa aturan
lain yang berkaitan dengan hal itu seharusnya dilakukan oleh
Kementerian Agama karena  Kementerian Agama adalah sebagai
penanggungjawab atas penyelenggaraan haji. Menteri Agama tidak

melakukan pengaturan hukum mengenai pengembalian bunga atau nilai



2)

manfaat tersebut. Padahal uang tersebut nominalnya sangat besar dan
dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya permodalan bank.
Berdasarkan teori di atas maka pihak BPS seharusnya memberikan
pengaturan mengenai pemberian bunga kepada nasabah calon haji, yang
dibuat seragam dan diatur oleh Kementerian Agama sebagai induk

pengaturan permasalahan.

Tidak Ada Mekanisme Penyerapan Aspirasi Jamaah Haji.

Dalam permasalahan tertentu dalam wilayah hukum perdata,
Kementerian Agama tidak pula memberikan pengaturan mengenai
mekanisme yang jelas dalam hal penyerapan aspirasi. Hal ini akan terlihat
ketika dalam kasus tertentu seorang jemaah haji mengalami perlakuan
yang tidak semestinya atau tidak standar dengan jamaah haji lainnya,
maka kemanakah jemaah haji tersebut akan mengadu sedangkan di

Kementerian Agama tidak mengakomodasi hal itu.

Prinsip yang digunakan adalah bahwa jemaah haji adalah juga
sebagai konsumen yang harus diperhatikan hak-haknya termasuk dalam
hal komplain atau pengaduan apabila terjadi kerugian pada jamaah haji.
Hal-hal seperti ini seharusnya diakomodasi dan direspon minimal sebagai
sebuah tindakan preventif mengingat dalam pelaksanaan selalu saja terjadi

kesalahan pelayanan.



Sebagai contoh sebanyak 3000 jamaah haji khusus Indonesia
kehilangan haknya untuk menunaikan ibadah haji. Sebagai seorang
konsumen maka setelah jemaah haji membayarkan sejumlah uang BPIH
maka produsen-Kementerian Agama berkewajiban untuk memberikan
pelayanan semestinya. Konsumen tidak perlu tahu apakah karena
kuotanya dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi atau alasan lainnya, namun
yang jelas ketika seorang jemaah haji membayar BPIH maka berhak untuk
berangkat ibadah haji. Masih banyak kasus di lapangan di mana secara
garis besar sangat merugikan calon jemaah haji baik secara perorangan
atau kolektif. Beberapa kasus tersebut misalnya keterlambatan pesawat,
pembatalan keberangkatan karena kuota yang tiba-tiba berubah, tidak
sesuai antara besar nominal BPIH dengan kualitas pelayanan, dan masih

banyak lagi.

Walaupun dalam beberapa kasus Kementerian Agama berupaya
melakukan tindakan ganti rugi misalnya mengembalikan uang BPIH dan
memasukkan jemaah haji yang gagal berangkat untuk masuk daftar
waiting list jemaah haji tahun berikutnya, namun Kementerian Agama
tidak akan bisa mengganti kerugian immateriil yang dialami para jemaah
haji. Misalnya calon jemaah haji yang gagal berangkat ke tanah suci akan
menjadi marah sekaligus malu dengan masyarakat sekitar karena sudah
berpamitan sebagaimana yang selalu dilakukan masyarakat pada

umumnya.



3) Tidak Ada Sistem Laporan Keuangan Kepada Calon Jemaah Haji

Hal ini sangat ironis karena Kementerian Agama memiliki
perangkat sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yaitu
sistem komunikasi berteknologi mutakhir yang diterapkan dalam
mengelola penyelenggaraan haji. Dengan kecanggihan teknologi
SISKOHAT seharusnya selain terkoordinasinya antara porsi dan jumlah
jemaah haji juga harus terlaporkan dengan baik mengenai pelaporan
keuangannya. Sistem pelaporan keuangan ini sangat perlu bagi jamaah
haji maupun masyarakat secara luas demi tercapainya penyelenggaraan

pelayanan publik yang sesuai hukum yang berlaku.

Laporan keuangan sangat perlu untuk ditampilkan di publik agar
setiap masyarakat berkepentingan dapat dengan mudah mengakses
terutama untuk jemaah haji. Jemaah haji memiliki hak untuk tahu
mengenai penggunaan BPIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga
jemaah haji memiliki posisi atau kedudukan yang sama dengan pihak
penyelenggara haji. Sebuah contoh analogi, ketika mengadakan transaksi
pembayaran dalam sebuah toko maka konsumen ingin mengetahui harga
dari masing-masing barang yang dibelinya melalui struck belanja. Usaha
konsumen-pembeli untuk mengetahui harga-harga tersebut adalah hal
yang sangat wajar, sebagai bentuk usaha untuk mengenali harga dan

menghindari kekeliruan atau penipuan.



Bentuk laporan penggunaan BPIH seperti yang dijelaskan di atas
belum terakomodasi dengan baik dalam penyelenggaraan haji Indonesia.
Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,
efisiensi kinerja, dan menghindari penyimpangan pengelolaan keuangan.
Kondisi tersebut telah melanggar hak konsumen berupa hak atas
informasi yang benar, jujur dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan atau jasa.

4) Menutup Peluang Kesempatan Calon Haji Lain (Close Others)

Sistem tabungan terbuka sepanjang waktu membuka peluang
menumpuknya porsi jemaah haji. Hal ini terjadi karena calon jemaah haji
akan mendapatkan porsi haji ketika jumlah tabungannya telah mencapai
25 juta. Dengan mencapai 25 juta maka tabungan calon jemaah haji akan
dipindahkan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan porsi haji.
Penumpukan porsi akan terjadi ketika pada masa pelunasan BPIH ada
jemaah haji yang membatalkan niatnya atau ada halangan yang

menyebabkan tidak jadi melaksanakan.

Kondisi tersebut akan menyebabkan jemaah haji bersangkutan
masuk dalam daftar waiting list. Penumpukan terjadi ketika banyak
jemaah haji yang batal melaksanakan jemaah haji, sehingga daftar waiting
list sangat mungkin dipenuhi oleh para jemaah haji yang gagal pada tahun
sebelumnya. Akan menjadi permasalahan baru apabila ternyata jemaah

haji yang bersangkutan tidak serius atau mengundurkan niatnya dalam



jangka waktu lama, dengan demikian akan menyebabkan terhalangnya
mengganggu hak calon jemaah haji sebagai konsumen, karena pada
hakikatnya calon jemaah haji tersebut telah membayar atau telah
memenuhi kewajibannya, namun Kementerian Agama sebagai produsen

belum memberikan apa yang menjadi haknya.
5) Asas Keadilan dan Kewajaran

Menurut Kepala Dinas Kementerian Agama Kab. Mojokerto
permasalahan yang muncul selama ini adalah karena penyelenggaraan haji
tidak memiliki standar baku yang mencerminkan asas keadilan ada asas
hukum yang biasa berlaku.** Kementerian Agama selam ini kurang
memperhatikan asas keadilan karena Kementerian Agama selain
bertindak sebagai regulator juga sebagai operator. Apabila Kementerian
Agama bertindak sebagai regulator saja, maka akan lebih mengurangi
beban tugas dan Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi untuk
bagaimana meningkatkan kesempurnaan sistem penyelenggaraan haji.
Sedangkan operator penyelenggaraan haji diserahkan kepada pihak
swasta atau Pemerintah Daerah yang lebih berpengalaman tentunya tetap
dengan pengawasan ekstra ketat, sehingga akan timbul persaingan pasar
yang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan

terjangkau.

3 Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kementerian Agama Kab. Mojokerto Tanggal 5 Desember 2013



Adanya pemusatan kewenangan tersebut menyebabkan Kementerian
Agama menjadi mendapat beban yang berat sehingga tidak optimal dalam
kerja yang lain, karena penyelenggaraan haji indonesia menyedot tenaga
dan pikiran yang besar. Hal ini sesuai dengan keinginan KIPHI untuk
merevisi UU No. 17 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kementerian
Agama menjadi kelebihan beban, yang tercermin dari kesibukan

personelnya pada saat musim haji.

Keadaan tersebut harus dibuat penyelesaian yang proposional agar
tidak lagi mengganggu hak calon jemaah haji yang lain. Beberapa hak
yang terabaikan di atas sudah sangat cukup bagi calon jemaah haji untuk
mengajukan gugatan secara PTUN. Posisi jemaah haji terlihat lemah dan
cenderung selalu dirugikan. Dengan demikian berdasarkan teori
pertanggungjawaban di atas, yaitu Kementerian Agama telah terbukti
memasuki melakukan penyimpangan sehingga harus bertanggungjawab

atas kerugian tersebut.

Instrumen hukum yang memiliki dampak negatif tersebut membawa
konsekuensi adanya pertanggungjawaban bagi Kementerian Agama sebagai
pejabat negara (publik). Dengan demikian Kementerian Agama sebagai
pemegang kekuasaan terhadap segala produk peraturannya, maka berdasarkan
teori pertanggungjawaban di atas, harus mempertanggungjawabkannya di
depan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Administrasi

Negara. Adapun sanksi-sanksi administrasi terdiri dari:



a) Bestuursdwang (paksaan pemerintah);

b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yangmenguntungkan (izin,
pembayaran, subsidi);

c) Pengenaan denda administratif;

d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom).

Beberapa kesalahan di atas cukup membuktikan kesalahan
Kementerian Agama. Dengan demikian, maka Penyelesaiannya adalah
melalui penerapan ketentuan hukum HAN melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN).

Dalam  sejarah  pemikiran hukum,  terhadap  persoalan
pertanggungjawaban pejabat tersebut terdapat dua teori; pertama, teori fautes
personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak
ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah
menimbulkan kerugian. Kedua, teori fautes de service, yaitu teori yang
menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada

instansi pada pejabat yang bersangkutan.

Teori yang kedua lebih banyak dianut, karena teori yang pertama sukar
untuk diterapkan dalam praktek, terutama kesukaran dalam membuktikan
kesalahan subyektif pejabat pemerintah ketika ia menjalankan tugas-tugas publik.
Sehingga apabila terjadi kerugian di calon haji yang disebabkan Kementerian
Agama dalam kedudukannya sebagai pejabat negara maka sesuai dengan yang

dianut dalam hukum positif Indonesia di mana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan



(2) PP No. 42 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi, yang menjadi tanggungjawab
badan usaha tata negara pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), dan ganti rugi yang menjadi tanggungjawab badan
usaha tata negara daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
b. Pertanggungjawaban Kementerian Agama sebagai Wakil dari Badan
Hukum
Hukum privat adalah hukum yangmenguasai hubungan antara
individu-individu (hukum yang berhubungan dengan kepentingan individu).™
Secara sederhana, untuk mengkategorikan perbuatan Kementerian Agama
apakah masuk dalam perbuatan hukum perdata atau publik, maka dengan cara
menganalisa apakah Kementerian Agama memiliki kedudukan yang sama
atau tidak dengan lawannya. Namun, menurut Hoge Raad, hingga saat ini (
tahun 2013) belum terdapat kriterium umum untuk menentukan, apakah
perbuatan penguasa itu bersifat publik atau privat. Jika perbuatan
Kementerian Agama bersifat publik, maka berarti pihak Kementerian Agama
adalah pihak yang berkuasa terhadap pihak yang lain. Tetapi jika penguasa
dalam melakukan perbuatannya berkedudukan sama dengan lawannya, maka

perbuatan Kementerian Agama tersebut bersifat keperdataan.

Berdasarkan teori di atas, maka Kementerian Agama dapat melakukan
perbuatan di bidang hukum perdata. Sebagai penyelenggara ibadah haji yang

begitu banyak urusannya, maka banyak sekali perbuatan Kementerian Agama

4 R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra Abardian, 1999, him 90



yang berada di wilayah hukum perdata. Dengan banyaknya perbuatan hukum
tersebut, maka akan banyak kemungkinan bagi Kementerian Agama untuk
melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Ketika terjadi
kesalahan, atau perbuatan melawan hukum tersebut maka bagi Kementerian
Agama pun akan dikenakan ketentuan pertanggungjawaban yang terdapat

dalam hukum perdata.

Menurut Hoge Raad penguasa dapat melakukan perbuatan melawan
hukum jika pemerintah ikut dalam lalu lintas masyarakat sebagai privat
persoon. Ini berarti jika Kementerian Agama menjalankan tugasnya dalam
lapangan hukum publik maka pemerintah tidak dapat dikatakan sebagai
melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan melawan hukum tersebut
dapat berupa mengabaikan hak subjektif seseorang. Adapun hak subjektif

yang diakui oleh yurisprudensi adalah:

1) hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan dan nama baik;
2) hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak

mutlak lainnya.

Teori Hoge Raad tersebut merupakan landasan umum sekaligus utama
untuk menerangkan bahwa Kementerian Agama sebagai sebuah institusi
dapat dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena melawan

hukum.



Berdasarkan teori melawan hukum di atas, tindakan melawan hukum
dapat terjadi apabila Kementerian Agama melakukan tindakan hukum yang
berkaitan dengan wilayah pribadi masyarakat. Dengan demikian, apabila
ternyata Kementerian Agama melakukan (tindakan hukum) kesalahan yang
bersifat mengabaikan hak subjektif seseorang, maka Kementerian Agama
dapat dikategorikan telah memasuki wilayah perdata sehingga akan

diterapkan ketentuan pertangungjawaban yang terdapat dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata, maka ketentuan mengenai
pertanggungjawaban subjek hukum dalam hal ini Kementerian Agama,
terdapat pada Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Adapun bunyi pasal-

pasal tersebut adalah:

Pasal 1365 : Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.

Pasal 1366 : Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi
juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian
dan kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 : Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian

yang disebabkan karena perbuatan sendiri, tetapi juga



untuk kerugian yang disebabkan oleh barang-barang

yang berada dibawah pengawasannya.

Pasal 1365 KUHPerdata adalah pasal yang mengatur tentang
perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum

apabila terpenuhinya empat faktor yaitu:

1) adanya perbuatan;
2) adanya unsur kesalahan;
3) adanya unsur kerugian yang diderita;

4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian .

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pemerintah
dibebani tanggungjawab yang sama sebagaimana seseorang atau badan
hukum perdata pada umumnya. Apabila Kementerian Agama telah memenuhi
keempat faktor kesalahan tersebut maka Kementerian Agama dapat dijatuhi

hukuman berdasarkan pasal tersebut.

Beberapa kesalahan atau penyimpangan dapat kita temukan dalam UU
No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Beberapa
kesalahan tersebut cenderung mengabaikan hak-hak subjektif calon jemaah
haji sebagai konsumen jasa layanan publik. Namun, kaitannya dengan
pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata dengan dasar perbuatan

melawan hukum tidak dapat diterapkan kepada Kementerian Agama karena



dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka menjalankan tugasnya

sebagai pemerintah.

Pertanggungjawaban Kementerian agama baik sebagai wakil dari
pemerintah maupun wakil dari badan hukum adalah kedudukan Kementerian
Agama secara teori yang ada. Namun, UU No. 13 Tahun 2008 tidak mengatur
dengan tegas tanggungjawab Kementerian Agama sesuai aturan hukum yang
seharusnya, bahkan malah terjadi penyimpangan terhadap asas-asas hukum

dan terdapat banyak kelemahan.

Menurut asas lex specialist derogat lex generali Undang-undang No. 13
Tahun 2008 memang telah mengatur lebih rinci sebagai aturan pelaksana
daripada UU No 17 Tahun 1999. Namun, keputusan tersebut tidak
memperhatikan asas perundang-undangan bahwa undang-undang (aturan) yang
dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
pula. Dengan berdasarkan asas tersebut maka UU No.13 Tahun 2008 dan UU No.
17 Tahun 1999 harus tidak boleh bertentangan atau sinkron dengan UU No 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan atau UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen di mana pada akhirnya harus tetap mengacu pada Undang-Undang

Dasar 1945 Amandemen.



C. Peranan Perbankan dalam Pengelolaan BPIH Berdasarkan Undang-

undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Landasan Hukum Peranan Perbankan dalam Pengelolaan BPIH

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum peranan bank dalam

pengelolaan BPIH adalah sebagai berikut:

a. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Pasal
10 disebutkan bahwa pembayaran BPIH dilakukan kepada rekening Menteri
melalui bank-bank pemerintah dan/ atau bank swasta yang ditunjuk oleh
Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Dengan
Pasal 10 tersebut maka bank memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam
berperan mengelola BPIH khususnya bank yang ditunjuk untuk keperluan
tersebut yang dinamakan BPS (Bank Penerima Setoran).

b. Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2004 tentang BPIH Tahun 2005. Pasal 2
memberikan pengaturan bahwa (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun
2005, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan
haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhitungkan dalam
rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri dan biaya administrasi bank.
Menurut pasal tersebut maka bank berhak memungut biaya administrasi atas
layanan atau perananannya dalam pengelolaan BPIH.

c. UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pasal 22 di

sebutkan bahwa BPIH di setorkan ke rekening Menteri melalui bank syari’ah



dan / atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Dengan pasal 22

tersebut maka BPIH segalanya di atur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal ini BPIH di setorkan ke rekening Menteri adalah menteri sebagai
lembaga yang dalam pelaksanannya Menteri dapat menunjuk pejabat di
lingkunga tugas danwewenangnya bertindak untuk atas namamya. Bank
umum nasionalyang dapat di tunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH
adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan

memiliki layanan syariah.

d. UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 point 2 yang
berbunyi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Pasal tersebut menjadi dasar fungsi perbankan
dalam perekonomian pada umumnya yang dapat digunakan fungsinya untuk

pengelolaan BPIH.

2. Pengelolaan BPIH di Tingkat Bank Penerima Setoran (BPS)

BPS memiliki peran yang urgen dalam pengelolaan BPIH. Hal tersebut
dapat terlihat dari fungsi delegasi yang diberikan kepada bank sebagai penyalur
BPIH calon jemaah haji. BPS akan menerima setoran BPIH dari masyarakat

maupun pembayaran tunai BPIH. Secara garis besar tahap pembayaran BPIH



dibagi menjadi 2 yaitu tahap penyetoran dan tahap pelunasan. Pada tahap pertama
calon jemaah haji akan menyetorkan sejumlah dana sesuai kemampuannya ke
BPS. Dalam tahap ini BPS memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan
BPIH karena seluruh calon jamaah haji membayarkan BPIH melalui bank BPS,
kecuali bagi yang memilih haji khusus maka pembayaran BPIH-nya langsung ke
Kementerian Agama tingkat wilayah. Di jelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2008
pasal 21 ayat 1 yaitu beasaran BPIH di tetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat persetujuan DPR. Yang dimana jika BPIH tersebut sudah
mendapatkan persetujuan,maka akan dibauarkan melaui BPS Karena BPIH

tersebutndigunakan untuk keperluan biaaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi BPS diatur pula mengenai hal-hal

yang tidak boleh dilakukan oleh BPS vyaitu:

a. Dilarang melakukan entry data penabung ke SISKOHAT tanpa
didukung oleh SPPH vyang telah ditanda tangani pejabat yang
berwenang;

b. Dilarang merubah data calon jamaah yang sudah di-entry ke SISKOHAT;

c. Dilarang menerbitkan bukti setor BPIH diluar sistem.

Pada tahap ini seorang calon jamaah haji belum bisa dikatakan sebagai
jemaah haji. Calon jamaah haji baru bisa dikatakan sebagai calon jemaah haji
yang sah dan siap diberangkatkan ketika telah melalui fase berikutnya yaitu
pelunasan BPIH dan diijinkan oleh Kementerian Agama. Pada tahap ini pun

seorang calon jemaah haji belum mendapatkan porsi untuk diakui sebagai jemaah



haji Indonesia atau belum ada keterkaitan dengan Kementerian Agama dalam hal

kejelasan sebagai jemaah haji Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Kementerian Agama Kab. Mojokerto tahap
penerimaan setoran ini sangat penting khususnya bagi calon jemaah haji yang
tidak bisa membayar BPIH secara tunai atau kurang memiliki kemampuan
finansial. Pada tahap ini maka calon jemaah haji dapat mengatur kemampuan
keuangannya tanpa harus ada kesinambungan yang sifatnya kaku. Secara garis
besar peran tersebut adalah sebagai pengumpul dana atau penerima setoran dari
masyarakat calon haji hingga batas yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Yyaitu
selama masih di bawah nominal 25 juta rupiah yang kemudian dana tersebut
disalurkan pada Bank Indonesia atas nama rekening Menteri Agama. Setelah 25
juta ke atas maka uang tersebut akan disetorkan ke Bank Indonesia hingga
pelunasan selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Dari kesebelas BPS mereka
menerima setoran dari masing-masing wilayahnya, sehingga bank BPS masing-

masing daerah memiliki nasabahnya masing-masing.

Masa dari ketika mulai pembayaran sampai batas nominal dana 25 juta
tidak dibatasi waktunya, sehingga nasabah dapat manabung menurut
kemampuannya tanpa harus dikejar-kejar waktu pelunasan. Setelah mencapai 25
juta maka calon jamaah haji tersebut akan mendapatkan porsi kursi sebagai calon
jemaah haji, dan bagi yang belum mencapai kuota 25 juta maka belum
memperoleh kursi sampai mencapai batas nominal 25 juta. Bagi masyarakat yang

belum mampu untuk melakukan pelunasan padahal sudah masuk kuota 25 juta



sehingga sudah mendapatkan porsi haji, maka dengan tidak melakukan pelunasan
pada waktu yang telah ditentukan tersebut, maka calon jemaah haji tersebut

dinyatakan batal dan dikembalikan uangnya dengan potongan antara 1%-5%.

Kedudukan calon jemaah haji pada tahap ini dalam nasabah bank adalah
sebagai nasabah bank biasa yang sedang melakukan penyimpanan uang. Dengan
demikian maka calon jemaah haji berhak atas bunga atau bagi hasil atau nilai
kemanfaatan atas uang simpanannya di BPS. Dalam hal ini pembahasan
mengenai halal-haramnya bunga dicoba untuk dikesampingkan karena bukan
pada tempat yang tepat untuk membahas masalah tersebut, namun lebih
ditekankan pada hak-hak yang seharusnya diterima nasabah bank dalam hal ini

calon jemaah haji.

3. Pengaturan Pemberian Bunga Bank

Perihal mengenai pengaturan pemberian bunga atau bagi hasil atau nilai
kemanfaatan kepada yang berhak seharusnya menjadi perhatian dari Kementerian
Agama. Dari berbagai landasan hukum penyelenggaraan haji yang ada, tidak
satupun yang mengatur mengenai pengembalian bunga atau nilai manfaat.
Dengan adanya pengaturan yang jelas dan seragam mengenai hal ini maka
evaluasi dan pengawasan jauh lebih mudah dilakukan. Kementerian Agama
seharusnya memberikan kejelasan alternatif solusi dan mengaplikasikannya
sebagai penanggungjawab dan pengkoordinasi pelaksanaan penyelenggaraan haji

di Indonesia. Kementerian Agama adalah lembaga yang paling berkompeten



dalam menangani masalah ini. Kementerian Agama dapat saja mengkoordinasi
bank-bank BPS terpilih untuk membuat rencana bersama mengenai pengaturan
pemberian bunga kepada yang berhak. Selain itu Kementerian Agama juga bisa
melakukan koordinasi dengan pihak Bank Indonesia untuk menentukan format
yang pas mengenai pemberian nilai manfaat. Kedua koordinasi tersebut adalah

untuk mencari jalan yang terbaik bagi layanan masyarakat.

Beberapa dasar pikiran dalam menentukan kepada siapa yang paling
berhak menerima pemberian bunga atau nilai kemanfaatan adalah sebagai
berikut: Pertama, pemberian nilai manfaat yang utama adalah kepada jemaah haji
secara personal, karena jemaah haji adalah sebagai konsumen utama atas layanan
yang diberikan pemerintah sebagai penyedia jasa layanan publik. Jemaah
seharusnya mendapatkan pengembilan bunga baik berasal dari BPS maupun dari
Bank Indonesia. Selama ini hanya BPS saja yang membrikan bunga kepada
jemaah haji sedangkan Bank Indonesia sama sekali tidak. Memang Bank
Indonesia pun juga memberikan nilai kemanfaatan kepada jemaah haji berupa
reduksi terhadap kenaikan nilai dollar terhadap rupiah, namun hal itu tidak
sebanding dengan sangat tidak sebanding dengan bunga yang seharusnya diterima

karena reduksi terhadap fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar sangat sedikit.

Penggunaan BPIH adalah tidak seluruhnya kemudian di setorkan kepada
bendahara penyelenggara haji, namun sedikit demi sedikit sesuai dengan
kebutuhan yang ada dan Bank Indonesia tetap mengelola BPIH tersebut. Dalam

hal ini Bank Indonesia berperan sebagai stabilizer di mana hanya perlu dilakukan



apabila memang uang terebut akan diambil secara keseluruhan dan tidak begitu

berpengaruh secara signifikan.

Berbeda dengan BPS, apa yang dilakukan oleh BPS dalam upayanya
memberikan bunga kepada jemaah haji sudah cukup adil karena selama ini
seluruh BPS memberikan bunga kepada calon jemaah haji. Namun yang perlu
digarisbawahi adalah batas minimal atas suku bunga yang diberikan BPS kepada
calon jemaah haji harus ada. Apabila tidak ada pengaturan yang jelas dan
proporsional kepada BPS maka hal ini akan menguntungkan salah satu pihak saja
yaitu pihak BPS. Bank tersebut akan memberikan bunga serendah-rendahnya
sehingga keuntungan yang diperoleh semakin besar. Hal ini dapat terjadi di
daerah apabila BPS yang tersedia tidak ada lagi pilihan bagi calon jemaah haji.
Calon jemaah haji harus membayarkan setoran tersebut kepada BPS yang
terdekat dengan domisilinya. Dengan adanya pengaturan maka akan
mengantidiasi tindakan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya oleh BPS
terhadap jemaah haji. Sedangkan masalah teknis mengenai pengembalian nilai

kemanfaatan kepada jemaah haji dapat diatur kemudian.

Kedua, adalah kepada umat islam keseluruhan yaitu demi kemaslahatan
umat. Hal ini karena untuk menumbuhkan sisi sosial di masyarakat bahwa
sebagai sesama muslim harus saling bantu-membantu. Uang dari laba BPIH atau
bagi hasil dari inestasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat terkumpul
menjadi sangat banyak. Uang tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat

bahkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Laba atau bagi hasil yang



terkumpul kemudian disimpan di bank atau dapat dikelola oleh sebuah badan
khusus di mana uang terebut dapat digunakan untuk investasi dan hasil
investasnya digunakan untuk keperluan umat, dan dapat juga digunakan
selayaknya penggunaan DAU yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan
demikian hal ini akan mendatangkan manfaat yang besar khususnya bagi umat
muslim di Indonesia. Selain kedua pihak tersebut, maka sangat tidak halal untuk
menerima uang laba maupun bagi hasil BPIH, apalagi tidak memberikan uang
tersebut kepada yang berhak layaknya yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Bahkan penanggungjawab Kementerian Agama pun juga tidak berhak atas uang

tersebut layaknya yang beredar di media masa.



BAB V

PENUTUP

Pada bab terahir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan atas uraian
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab terdahulu dan mencoba memberikan
beberapa pemikiran yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang NO.13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

A. Kesimpulan
1. Tanggungjawab Kementerian Agama dalam Undang-Undang N0.13 Tahun 2008
tidak diatur dengan tegas sesuai aturan hukum yang seharusnya. Menurut teori
hukum, Kementerian Agama memiliki dua kedudukan yaitu sebagai wakil dari
badan hukum perdata dan sebagai wakil dari pejabat negara. Dengan kedudukan
tersebut, maka menuntut Kementerian Agama mempertanggungjawabkan
kinerjanya baik dari ketentuan hukum perdata maupun hukum publik dalam hal
ini adalah HAN. Namun, dalam Undang-Undang NO.13 Tahun 2008 yang
merupakan dasar sistem pendaftaran sepanjang tahun ternyata terdapat beberapa
penyimpangan terhadap asas-asas hukum yang menyebabkan tanggungjawab

Kementerian Agama menjadi kabur dari peran yang seharusnya, yaitu:

a. Tidak ada bunga atau nilai kemanfaatan bagi calon jemaah haji;
b. Tidak ada mekanisme penyerapan aspirasi jamaah haji;
c. Tidak ada sistem laporan keuangan kepada calon jemaah haji;

d. Menutup peluang kesempatan calon haji lain (Close Others);



2. Secara garis besar terdapat dua jenis bank yang berperan dalam pengelolaan
BPIH, yaitu bank umum dan Bank Indonesia (Bl). Bank umum yang termasuk
sebagai Bank Penerima Setoran adalah: Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
Bank BNI (Bank Negara Indonesia); Bank BTN (Bank Tabungan Negara); Bank
Mandiri; Bank Syariah Mandiri (BSM); Bank Muamalat Indonesia (BMI); Bank
Bukopin; Bank BPD Jawa Barat (Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat); Bank
BPD Jawa Timur (Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur); Bank BPD Sulawesi
Selatan (Bank Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan); Bank BPD DKI Jakarta

(Bank Pemerintah Daerah DKI Jawa Barat) (www.informasi haji.com).

BPS memiliki peran yang urgen dalam pengelolaan BPIH yaitu menerima
setoran BPIH dari masyarakat baik kredit maupun pembayaran tunai BPIH.
Tahap ini disebut sebagai tahap penyetoran. Tahap selanjutnya adalah pelunasan
di mana uang calon jemaah haji yang telah mencapai nominal 25 juta rupiah akan
dipindahkan ke rekening menteri agama di Bank Indonesia. Ketika uang jemaah
haji berada Bank Indonesia, bank tersebut sama sekali tidak memberikan bunga

atau nilai kemanfaatan bagi calon jemaah haji.

Bagi jamaah haji yang belum mendapatkan kuota porsi haji maka akan
dimasukkan ke dalam daftar tunggu (waiting list) untuk menjadi calon haji tahun
berikutnya. Bagi yang tidak melunasi dianggap membatalkan dan uang akan
dikembalikan dengan potongan biaya administrasi. Indonesia perlu melakukan
studi perbandingan dalam hal sistem pengelolaan BPIH dengan tabung haji

Malaysia yang cukup sukses dan banyak memberikan manfaat bagi jemaah haji.



B. Saran

1.

Kementerian Agama perlu membuat regulasi mengenai pendistribusian
kewenangan kepada pihak swasta untuk menjadi operator penyelenggaraa haji.
Hal ini akan membuat pihak swasta berlomba-lomba memberikan pelayanan yang
terbaik dalam penyelenggaraan haji;

Kementerian Agama sebagai penyelenggaraan haji tidak boleh menyimpang dari
asas-asas umum pemerintahan yang layak dan hukum perlindungan konsumen
ketika membuat kebijakan karena pada akhirnya rakyatlah yang akan dirugikan;
Kementerian Agama perlu mengadakan penelitian yang mendalam mengenai
sistem pengelolaan BPIH dan sistem penyelenggaraan haji pada umumnya demi
penyempurnaan pelayanan publik, antara lain dengan mengadakan studi
komparasi dengan tabung haji Malaysia.

Masyarakat calon jemaah haji perlu memperhatikan hak-haknya sebagai
konsumen, karena selama ini kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat
rendah. Sehingga apabila terjadi penyimpangan hukum oleh Kementerian Agama
bisa melakukan gugatan kepada PTUN.

Bank Indonesia hendaknya membuat regulasi yang jelas mengenai seberapa besar
kewenangannya dalam mengelola BPIH calon jemaah haji, dan perlu memberikan

nilai kemanfaatan kepada calon jemaah haji.
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